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ABSTRAK 

Nama : Wahyu Brahmantyo Hadiningrat 
Progr~m Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia 
Judul : Perlindungan Hokum Bagl Pemegang Hak Tanggungan 

Yang Objek Hak Tanggungannya di Blokir Oleh Kantor 
Pertanahan Atas Permohonan Pibak Lain 
(Studi Pada Kasus lTC Roxy Mas Jakarta Pusat) 

Dalam penulisan Tesis ini penulis membahas rnengenai perlindungan 
hukum bagi Pemegang Hak Tanggungan Yang Objek Hak Tanggungannya 
Diblokir Oleh Kator Pertmahan Atas Pennohonan Pihak Lain, dengan tontoh 
kasus ITC Roxy Mas Jakarta .Pusat. Hal ini di!atarbelakangi dari kesalahan Kantor 
Pertanahan daiam meemberikan perpanjangan sertifikat Hak MIJik Atas Satuan 
Rumah Susun dan memblokir Objek Hak Tanggungan tersebut. 

Dalam upaya untuk mengetabui aspek hukum pemblokiran terhadap 
objek Hak Tanggungan, mengetahul a1a:san Kantor Pertanahan melakukan 
pemb1okiran terhadap Objek Hak Tanggunga.n pada kasus ITC Roxy Mas Jakarta 
Pusat, dan proses pemblokiran tersebut. serta mengetahui bagaimana 
perlindungan hukurn terhadap Pemegang Hak Tangggungan apabiJa debitur 
wanprestasi. sedangkan sertifikat objek llak Tanggungan s.edang diblokir oleh 
Kantor Pertanahan, maka pendekatan yarig digunakan adalah yuridis~normatif 
yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau hukum positif serta 
bahan·bahan hukum lain, yang berkaitan dengan permasalahan. 

Berdasarkan basil penelitian dan wawancara, penulis memperoleh jawaban 
atas permasalahan yang ada) Aspek hukum pemblokiran pemblokiran terhadap 
Objek Hak Tanggungan pada contoh kasus ITC Roxy Mas Jakarta Pusat 
berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku seharusnya tidak boleb. Sebab objek 
Hak Tanggungan yang sudah dibebani Hak Tanggungan tidak boleh diblokir oleh 
Kantor Pertanaban, sebab sebelum pembebanan Hak Tanggungan objck 
( sertifikat) sudah dicek kebersihannya dari sengketa apapun, Adapun a1asan 
Kantor Pertanahan melakukan pemblokira.n sertifikat karena adanya permohonan 
dari pihak lain, dan tahap-tahap pemblokiran yaitu pemohon melampirkan surat 
permohonan tertulis dengan disertai sertifikat yang akan dimohonkan 
pernblokiran dan identitas pemohon KTP dan KIC Serta melampirkan surat 
gugatan Pengadilan kaJau ada. Sedangkan bagi pemegang hak tanggungan apabifa 
objek hak tanggungannya diblokir oleh Kantor Pertanahan, tidak ada 
perllndungan hukum. 

Kata Kunci: 
Perlindungan Hukum, Pemegang Hak Tanggungan, Blokir Sertifikat Hak 
Tanggungan. 
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ABSTRACT 

Name : Wabyu Brabmantyo Hadiningrat 
Program Study: Magister Kenotariatan, Faculty of Law, University of 

Indonesia 
Title : Legal Protection for the Holder or Mortgage Right whose 

Object of the Mortgage Right is Blockade by Land Office 
upon the Request of Other Party (Case Study at ITC Roxy 
Mas Central Jakarta) 

In the writing of this thesis, the writer discusses legal protection for the 
Holder of Mortgage Right whose Object of the Mortgage Right is Blockade by 
Land Office upon the Request of Other Party, with the sample case of ITC Roxy 
Mas, Central Jakarta. This issue has the background from the mistake of the Land 
Office in issuing the extension of certificate of Right of Ownership over Strata 
Title Unit and blockading the Object of such Mortgage Right. 

In the effort to diooover the legal aspect of such blockade towards the 
Object of the Mortgage Right, discover the reasons of the Land Office to blockade 
the Object of the Mortgage Right in the case of ITC Roxy Mas, Central Jakarta, 
and the blockading process, as well a~ discover legal protection towards the 
Holder of Mortgage Right if the debtor is ln default, meanwhile the certificate of 
the object of the Mortgage Right is blockaded by the Land Office, then, the 
approach being used is juridical- normative referring to the written regulations or 
positive law as well as other legal sources» related to the issue. 

Based on the result of research and interview, the writer obtains answers 
towards the existing issue1 the Legal aspect for the blockade over the Object of 
Mortgage Right in the sample case of lTC Roxy Mas, Central Jakarta, is based on 
the prevailing theory and regulations which should not be used, Because the 
object of Mortgage Right which has been encumbered by Mortgage Right cannot 
be blockaded by the Land Office, because before the encumbrance of Mortgage 
Right, the object (the certificate) has been checked fur its clearance from any 
dispute whatsoever. Whereas the reason of the Land Office to carry out the 
blockade over the certificate is because there is a request ftom other party, and the 
blockading stages are: the applicant i:s attachlng a written application 
supplemented by the certificate requ~sted to be blockaded and the identity of the 
applicant in the form of Resident Identification Card and Family Card. N1 well as 
attaching statement of claim submitted to the Court, if any. Whereas for the 
holder of mortgage right. if the object of the mortgage right is blockaded by the· 
Land Office, there is no legal protection fur him. 

Keywords: 
Legal Protection, Holder of Mortgage Right, Blockade of Certificate of Mortgage 
Right. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Be.akang Pcrmasalahan 

Pada tahun 2009 ini, dunia usaha di Indonesia berkembang sangat 

pcsat di berbagai sektor, terutama dibidang perdagangan dan perbankan. 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia berjalan dengan sangat pesat seiring dengan 

pesatnya pernbangunan. Kegiatan-kegiatan ekonomi dilakukan oleh hampir semua 

Japisan masyarakat, dan menjadi salah satu sektor utama pembangungan 

Indonesia, yaitu-pertumbuhan ekonomi yang mantap. 

Kegiatan-kegiatan yang demikian ini pada akhimya memerluk:an 

fasilitas kredit dalam menjalankan usahanya, dan mensyaratk~n adanya jaminan 

bagi pemberian kredit tersebut demi keamanan modal dan kepastian huk:um bagi 

si pemberi modal atau kredit (biasanya bank). Setetah tetjadi realisasi kredit, 

ternyata tidak semua debitur lancar melakukan pelunasan kredit sehingga akhirnya 

terjadi kredit macet 

Pentingnya peraturan hukum, terutama dalam rnengatasi masalah 

kredit macer dikalangan perbankan, ad::tlah untuk menjamin adanya lembaga 

jarninan yang kuat dan mampu memberikan kcpastian hukum bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan. Lembaga jaminim tersebut adalah Iernbaga jaminan Hak 

Tanggungan, yang merupakan salah satu lembaga jaminan atas tanah, yang 

sebelum bcrJakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah beserta benda~benda yang berkaitan dengan tanah yang 

disebut Hipotik. 
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Dalam praktek sebelum adanya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, 

terdapat perbedaan penafsiran atau pedapat mengenai dasar hokum pelaksanaan 

eksekusi sertifikat Hipotik. Disatu pihak berdasarkan pasal 224 HIR, pelaksanaan 

dan eksekusi pada Pengadilan Negeri didasarkan pada Akta Hipotik. sekarang 

Akta Pemberian Hak Tanggungan. dirnana dicantumkan diatasnya titc1 

eksekutorial "Derni Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa". Dipihak 

lain, Mahkamah Agung mempergunakan Serifikat Hip<}tik sebagai dasar eksekusi, 

sekarang Sertitikat Hak Tanggungan. dengan suratnya tertanggal 3 Mei 1989 No. 

217/648/89/ ii!Um -111/Pdt, menjelaskan bahwa pencantuman title eksekutorial 

adalah pada Sertifikat Hak Tanggungan dalam Creditverband, Mahkarnah Agung 

menghendaki hal tersebut agar dirumuskan secara tegas dan tetap berpedoman 

pada pasal 224 HIR. DaJam praktek, yang dipergunakan adalah Sertifikat Hipotik, 

sekarang Sertifikat Hak Tanggungan, yang mempunyai .kekuatan eksekutorial 

yang sama dengan keputusan Hakim, yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Terlepas dari hal tersebut, kerumitan pelaksanaan pasal 224 HIR 

disebabkan beberapa faktor. Ada faktor kelicikan mengatur waktu dari pih.ak 

debitur. Ada pula faktor kecurangan yang dilakukan pihak kreditur. seperti 

kecurangan tidak memasukkan pembayaran angsurtm kredit debltur dalarn 

rekening pembukua.n miliknya. Namun, faktor kenda!a yang banyak ditemukan 

adalah hal~hal yang berkenaan dengan kekeliruan pembuatan grosse akta 

pengakuan hutang dengan Akta Hipotik Notaris. 1 

Yang dimaksud dengan grosse akta menurut pasal 41 Ayat 2 Peraturan 

Jabatan •Notaris adalah salinan atau kutipan, yang memuat diatasnya kata-kata 

"Demi Keadilan Berdasarkan KcTuhanan Yang Maha Esa" dan dibawahnya 

dicantumkan kata~kata "Diberikan sebagai grosse pertama" dengan menyebutkan 

nama dari orang yang atas perintahnya grosse itu diberikan> serta tanggai 

pemberiannya. 

KekeJiruan pembuatan dokumcn grosse akta tcrsebut kebanyakan 

terjadi disebabkan ketidaksesuaian pemahaman dan penundukan pemisahan 

1 M. Yahya Harahap, Rmmg Lingkup Petmasnfahan Eksekusi Dibiflm1g Penll'lla, (Jakartn: PT 
Gram<:dia,199!), hal. 196. 
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bentuk grosse akta yang dimaksud dalarn pasat 224 HIR, yaitu grosse akta 

pengakuan hutang dan grosse akta Hipotik. Hampir semua dokumen grosse akta 

yang dijumpai seeing mencampur adukkan antara grosse akta Hipotik dengan 

grosse akta pengakuan hutang. Akibatnya, grosse akta yang dijalankan ke 

Pengadilan merupakan grosse akta yang tidak jelas bentuknya. Menurut hukwn, 

antara grosse akta Hipotik dengan pengakuan hutang tidak boleh dicampur aduk 

alau saling tumpang tindih dalam suatu objek hutang yang sarna. Yang 

diperkenankan oleh hukum adalah memilih saiah satu dari bentuk terscbul 

Misa!nya, telah dibuat ikatan perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk akta 

notaris. Kemudian perjanjian kredit tadi dituangkan dalam bentuk grosse akta 

pengakuan hutang tersebut dicantumkan sekaligus syarat-syarat perjanjian dan 

kuasa memasang Hipotik, Lantas dari dokumen grosse akta pengakuan hutang 

tersebut dibuatka.n grosse akta hipotik.1 

Grosse Akta yang mencampur adukkan anta:m kedua bentuk grosse 

akta pengakuan hutang dan akta hipotik seperti diatas mengakibatkan grosse akta 

terse but mengandung cacat yuridis. tidak sah, dan tidak adanya kepastian hukum 

mengenai grosse akta mana yang diikatkan dalam persetujuan ikatan kredit yang 

bersanglrutan. Hal ini menjadikannya sebagai grosse akta yang NON 

EKSEKUTORIAL (tidak dapat dieksekusi). Dengan demikian cara pemenuhan 

pembayaran hutang debitur kepada kreditur harus melalui gugat biasa ke 

Pengadilan Negert 

Hal-hal tersebut menimbulkan berbagai perbedaan pandangan dan 

'}Wnafsiran mengenai berbagai masaJah dalam peiaksanaan hukum jaminan atas 

tanah, misalnya mengenai pencanluman title eksekutoriaJ, dan pelaksanaan 

eksekusi, seliiogga peraturan perundang-undangan tersebut dlrasa kurang 

memberikanjaminan kepastian hukum dalam kegiatan perkreditan. 

Eksckusi terhadap sertifikat Hipoi.ik, sekarang sertifikal Hak 

Tanggungan, pada dasamya dilakukan pihak kreditur sebagai upaya terakhlr untuk 

menyelamatkan kredit bank yang sulit kembali karena debilur tidak melaksanakan 

kewajihannya melunasi hutangnya kepada Bank. Akan tetapi karena adanya 

1 Harahap. Op. cit. hal 203. 
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kendala-kendala yang dihadapi daiam pelaksanaan eksekusinya, dan kebijakan 

yang telah dlgariskan o!eh pihak Bank. Pihak Bank sebagai kreditur tidak selalu 

rnelaksanakan eksekusi terhadap sertifikat Hipotik, sekarang sertifikat Hak 

Tanggungan. 

Karena hal~hal tersebut diatas, rnaka ketentuan mengenai Hipotik 

sebagaimana diatur dalam Buku ll Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Indonesia dan ketentuan mengenal Crediet Verband dalam Stb. 1908-542 

sebagaimana diubah dengan Stb. 1937-190, yang berdasarkan pasal 57 Undang

Undang Pokok Agraria {lTIJPA) Jo. Pasal 51, dipandang tidak sesuai lagi dengan 

kebutuhan kegiatan perkreditan dan perkembangan tata ekonomi Indonesia, 

sehingga dibentuklah Undang-Undang yang mengatur lembaga jaminan atas tanah 

secara lebih jela.s dan 1engkap dengan keluamya Undang-Undang No. 4 tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan, LN No. 42 Tahun 1996 TLN. No. 363Z, yang 

untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Hak Tanggungan atau UUHT, 

beserta peraturan-peraturan pelaksanarumya. 

Dengan diundangkan UUHT. maka diharapkan berbagai macam 

penafsiran tentang eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan tidak teljadi lagi dan 

pcrlindungan hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang be[kepentingan 

akan lebih balk. 

Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah dcngan kata-kata 

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ber'laku sebagai pengganti grosse 

akte Hipotik sepanjang mengcnai Hak Atas Tanah {pasal14 Ayat 3 UUHT). 

Eksekusi Objek Hak Tanggungan menurut UUHT dilakukan 

berdasarkan pasal 6, 14, dan 20 UUHT yang memberikan hak kepada Pernegang 

Hak Tanggungan Pertama/ Kreditur untuk mcnjual objek Hak Tanggungan atas 

kekuasuan sendlri, apabila pemberi Hak Tanggunganl Debituc ingkar janjif 

wanprcstasi. Penjualan Objek Hak Tanggungan tersebut pada dasarnya dilakukan 

melalui pelelangan umum, melalui pelelangan umum atas perintah Ketua 

Pengad1lan Negeri, dan penjualan dibawah tangan! jual-beli sukareia. 
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Berdasarkan beberap<I kasus yang teijadi di lapangan mengenai 

masalah Hak Tanggungan, ada satu kasus yang menarik dan perlu dite!iti lebih 

mendalam guna kepentingan akademisi dan lembaga pemerintahan terutama 

Badan Pertanahan Nasionai (BPN). dimana kasus tersebut mengenai suatu Objek 

Hak Tanggungan yang sudah dibebani Hak Tanggungan bahkan sampai peringkat 

kedua, akan tetapi diblokir oleh Kantor Pertanahan atas permohonan pihak lain 

sehingga pihak kreditur tidak dapat memiliki kekuat.an hukum jaminan atas 

piutangnya terhadap debitur apabila debitur wanprestasi sebelum b!okir terhadap 

sertifikat objek hak tanggungn tersebut dicabui/ dibapus oleh pihak yang telah 

membloklr objek Hak Tanggungan tersebut Oleh karena itu hal ini penting untuk 

dibahas sebagi Tesis. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian 1awr belakang tersebut diatas rnaka dapat 

dirumuskan beberapa pennasaJahan pentlng, diantaranya : 

L Apa aspek hukum pemb1okiran terhadap Objek Hak Tanggungan pada contoh 

kasus lTC Roxy Mas Jakarta Pusat? 

·2. Apa yang menjadi alasan Kantor Pertanaban melakukan pernblokiran terhadap 

Objek Hak Tanggungan pada kasus ITC Roxy Mas Jakarta Pusat, dan 

bagaimana proses pemblokiran tersebut? 

3. A.pabila blokir terhadap Objek Hak Tanggungan belum dapat dicabut/ 

dihapus, bagaimana perlindungan hukum terhadap Peffiegang Hak 

Tanggungan apabila debitur wanprestasi ? 

1.3. Tujuan PeneHtian 

Adapun tujuan penutis dalam melakukan penelitian terhadap masalah 

pclaksanaan pcrlindungan hokum bagi kreditur Hak Tanggungan yang Objek Hak 

Tanggungannya diblokir, ynitu : 

1. Untuk mengetahui aspck hukum pemblokiran terbadap objek Hak 

Tanggungan. 
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2. Untuk mengetahui aJasan Kantor Pertanahan melakukan pemblokiran terhadap 

Objek Hak Tanggungan pada !casus lTC Roxy Mas Jakarta Pusa.t, dan untuk 

mengetahui bagaimana proses pemblokiran tersebut 

3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terbadap Pemegang Hak 

Tangggungan apabila rlebitur wanprestasi, sedangkan sertifikat ohjek Hak 

Tanggungan sedang dibiokir oleh Kantor Pertanahan. 

1.4. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan kegiatan guna memperoleh data yang 

sebenamya dan dapat dipertanggongjawabkan dengan can\ menguraikan kegiatan 

pengumpulan dan analisa data secara rinci. Dalam melakukan penelitian ini, 

penu1is menggunakan metode peneiitian pendekatan yuridis-normatif yang 
• mengacu kepada peraturan·peraturan yang tertulis atau hukum positif serta bahan~ 

bahan hukum lain, yang berkaitan dengan permasalahan. Data-data yang 

dipergunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah data primer yang diperoleh 

melalu1 wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan data sekunder 

diperoleh melalui literatur-literatur kepustakaan. 

Adapun jenis dan surnber data yang digunak:an dalam penelitian ini 

yaitu : 

1. Jenis Data : 

.a. Data primer, yaitu data atau infonuasi yang dipe}r9leh-secnra langsung dari 

sumbemya yang dijadikan sumber utama dalam penelitian, melalui 

wawancara dengan teknlk bebas terpimpin dengan mempersiapkan terlebih 

dahuiu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masill. 

dimongkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan 

situasi ketika wawancara. 

b. Data sekundcr, yaitu data atau infonnasi yang dipcroleh dari tangan 

pertama, kedua, kctiga, dan seterusnya yang dijadikan sumber tambahan 

yang bcrupa dokumentasi infonnasi yang sesuai dengan permasalahan. 
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2. Sumber Data : 

a. Sumber data primer 

Yang dapat dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah; 

l. Seorang Akademisil Dosen PPA T; 

2. Kepala Kantor Pertanahan WHayah Jakarta Pusat~ 

3. Kepala Legal Bank X selaku Kreditur. 

b. Sumber data sekunder 

Yang dapat dijadikan sumber data sekunder dalam peneHtian ini adalah : 

I. Buku dan Literatur tentang pennasalahan yang dibahas; 

7 

2. Tulisan para ahli yang berhubungan dengan permasa:Iahan yang 

dibahas; 

3. Peraturan Perundang*undangan ; 

•. HJR; 

b. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960; 

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah Beserta Benda~Benda Yang Berkaitan Dengan Tanab~ 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 

Tanah; 

e. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ·ientang Pendaftaran 

Tanah. 

Untuk menunjang pengumpulan data yang peoulis lakukan dalam 

penulisan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengurnpulan data Studi 

Lapangan. Studi Lapangan dilakukan dengan wawancara secara langsung 

terhadap responden yang telah ditentukan (purposes sampHng) dengan memakai 

pedoman wawancara dan dikombinasikan dengan sistem terbuka schingga dapat 

diperoleh data-data atau keterangan yang lengkap dan akurat. 

Kemudian Datn yang akan diperoleh akan dianalisis dengan 

menggunakan rnetode diskriptifkualitatif, yaitu dengan mengemukakan data-data, 
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baik primer maupun sekunder, menjabarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan 

kenyataan-kenyataan yang berhubungan dengan perrnasalaban, kemudian 

dianalisa serta ditarik suatu kesimpulan. Dalam hal ini penulis menggunakan 

pendekatan yurirlis sosiologis, yaitu dengan meninjau pada peraturan yang ada, 

kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat a tau lapangan. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah : 

Bah I tentang Pendahuiuan yang memuat : 

Latar Belakang Pennasalahan, Rumusan Masalah yang akan dlbahas. Tuju.an 

Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

Bab II tentang Landasan Teori dan Pembabasan Perrnasalahan yang meliputi : 

Tinjauan umum tentang hukum jaminan, pengertian hak tanggungan, cirri~ciri dan 

asas~asas hak tanggungan, subjek hak tanggungan, objek hak tnggungan, proses 

pembebanan hak tanggungan, pcralihan hak tanggungan, hapusnya hak 

tanggungan, royal pcncoretan hak tanggungan, jenis eksekusi hak tanggungan, 

serta pembahasan tentang aspek hukum pemblokiran terhadap objek Hak 

Tanggungan, pembahasan tentang alasan Kantor Pertanahan melakukan 

pemblokira.n terhadap Objek Hak Tanggungan dan proses pembJokiran tersebut, 

dan pembahasan tentang bagaimana perJindungan hukum bagi Pemegang Hak 

apabila debitur Hak Tanggunganr wanprestasi, sedangkan Objek Hak 

Tanggungan tersebut diblokir oleh Kantor Pertanahan atas perrnohonan pihak lain. 

Bab III tentang Penutup yang memuat : 

Kesimpulan dan saran mengenai perrnasalahan yang dibahas dalam tesis ini. 
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BABII 

LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN PERMASALAHAN 

11.1. Landasan Teori 

li.lJ. Aspek Hokum Rumah Susuo dan Pemilikan Satuan Rumah Susun 

Pengertian yang terkait deng.an Rumab Susun 

Berdasarkan Undang~Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah 

Susun (se1anjutnya disebut UURS), yang disebut dengan Rumah Susun 

dirumuskan sebagai berikut 

Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun 
dalam suatu lingkungan1 dibagi da1am bagian-bagian yang distruktur 
secara fungsiona1 dalam arab horizontal maupun vertical dan 
rnerupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan 
digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian. yang 
dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama 
(pasal l angka l UURS). 

Dari definisi tersebut Rumah Susun adalah gedung bangunan bertingkat yang 

mernenuhi syarat tertentu yang disebutkan diatas dan setiap satuan rurnah susuri 

harus rnempunyai sarana penghubung (akses) ke jalan umum. Ini berarti bahwa 

UURS tidak dapat diterapkan pada setiap bangunan, gedung bertingkat kecuali 

yang memenuhi persyaratan tertentu. 

Dalam Penje1asan UURS atas pasal I angka 1 ditegaskan bahwa Rumah 

Sus:un adalah pengertian hukum yuridis (yuridis) yaitu : 

"Rumah Susun yang dimaksud dalam Undang-undang ini, adalah istilah yang 
memberikmr peugertiau hukum bagi bangunan gedung berlingkat yang senantiasa 
mengmrduug sistem pemilika11 perseorangau dan hak bersama, yaug 
penggunammya :mgtuk hunian atau bulum lnmian, secara mandiri ataupun 
secara terpadu sebagai satu kesatuau sistem pemhanguuan ", 
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Peruntukan Rurnah Susun yang dibangun adalah untuk hunian, yang 

disebut apartemen atau flat dalam praktek Rumah Susun dapat secant mandiri~ 

secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem pembangunan (superblok) atau mixed 

use. Dapat pula peruntukannya untuk non hunian yaitu perkantoran, mall atau 

atrium dan dapat pula merupakan peruntukan campuran (mixed use). Untuk 

hunian dan non hunian. Untuk non hunian ketentuan UU Rumah Susun dapat 

disesuaikan seperlunya (pasal24 UURS). 

Satuan Rumah Susun (SRS) 

Satuan Rumah Susun harus mempunyai sarana penghubung ke jaian 

umum sehingga dapat dimiliki secara terpisah dan berdiri 'sendiri berikut hak atas 

bagian bersama, benda bersama dan tanah hak bersama. 

Dengan demikian SRS ada1ah bagian dari bangunan gedung bertingkat yang 

memenuhi persyaratan tertentu sebagai bagian dari bangunan gedung bertingkat 

dalam praktek discbut .. unit apartemen" (apartement unit) jika rumah susunnya 

adaJah hunian atau apa yang disebut apartemen atau flat atau "unit ruang 

perkantoran" (office space unit) jika rumah susunnya adaiah untuk kegiatan 

perkantoran. 

Batas-batas pemilfkan SRS adalah setiap SRS dibatasi dengan dinding, 

yaitu permukaan bagian dalam dari dinding terpisah. permukaan bagian bawah 

dari lang{t~Jangit struktur, permukaan bagian dari atas dari lantai struktur (pasa141 · 

ayat 3 PP No.4/ 1988). Berdasarkan "Pertelaau yang dibuat oleh pengembang" 

ditetapkan NPP (Nilai Perbandingan Proporsional) tC:rbadap apa yang dimiliki 

bersama oleh para pemilik SRS. 

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) 

Untuk mernjiiki SRS harus dilandasi dengan suatu lembaga atau hak 

penguasaan yang disebut Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS). Yang 

disebut HMSRS adaiah hak untuk memiliki Satuan Rumah Susun secant terpisah 

dan berdiri sendiri berikut hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah 
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bersama, yang merupakan satu kesatuan dengan satuan rumah susun yang 

bersangkutan (pasal 8 UURS dan Penjelasan umum UURS). 

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun adalah lembaga baru yang 

diciptakan oleh UU Rumah Susun yang meliputi: 

>- Hak pemilikan perseornngan atas satuan-satuan rumah susun yang 

digunakan secara terpisah 

? Hak bersama atas bagian-bagian dari bangunan rumah susun 

)o> Hak bersama atas benda-benda 

~ Hak bersama atas tanah 

Yang semuanya merupakan suatu kesatuan hak yang secara fungsiona1 tidak 

terpisahkan. (rnenurut penjelasan umum UURS uraian No. J) 

Dari penjelasan diatas, hubungan hukum/ penguasaan yuridis atas SRS 

yang disebut HMSRS mencakup ; 

> Pemllikan satuan rumah susun secara terpisah dan yang berdiri sendiri 

disertai dengan; 

}> Pemiiikan bersarna (condominium) yang meliputi hak bersama atas bagian 

bersama dari rumah susun, bencla bersama dan tanah bersama. 

Rumusannya adaalah sebagai herikut : 

Berdasarkan penjelasan diatas1 yang disebut HMSRS adalah hak untuk 
memiiiki atas satuan ru_mah susun secara terpisah dan berdirl sendiri berikut hak 
atas bagian bersama, benda bersama. dan tanah bersama yang semuanya 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 'satuan yang 
bersangkutan. (pasal 8 ayat (2) dan (3) UURS). 

Sedang perbandingan pemi1ikan secara individual dengan pemilikan 

bersama ditetapkan berdasarkan atas. luas atau niJai satuan rurnah susun yang 

bersangkutan pada wal"tU diperoleh oleh pemiliknya yang pertama (pasal 8 ayat 

(4) UURS}. Perbandingan atas setiap rumah susun terhadap hak at.as bagian 

bersarna, benda bcrsama, dan tanah bersama dihitung berdasarkan luas atau nilai 

satuan rurnah susun yang bersangkutan terhadap jumlah luas bangullan a tau niJai 

rumah susun secara keseluruhan, yang disebut Niiai Perbandingan ProporSional 

yang ditetapkan dalam akta pemisahan, yang dibuat oleh developer dan kemudian 
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disahkan oleh Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah dan di DK.l Jakatrta oleh 

Gubemur Kepala Dl<l Jakarta. Kemudian didaftarkan di Kantor Pertanahan 

setempat berikut sertifikat tanah hak bersama; sebagai prasyarat untuk 

memisahkan setiap SRS dan dibuatkan sertifikat HMSRS atas nama developer 

(penyelenggaraan pembangunan). sebagai tanda bukti pemillkan atas SRS. 

Ciri~cirinya : 

a. Jangka waktu HMSRS sesuai dengan jangka waktu tanah hak bersama dimana 

rumah susun didirikan; 

b. Turun temurun, apabila pemiliknya meninggal dunia HMSRS beralih kepada 

ahli warisnya karena hukum; 

c. HMSRS dapat dijadikan jaminan pelunasan butang dengan dibebani Hak 

Tanggungan; 

d. HMSRS dapat dipindah tangankan kepada pihak lain melalui perbuatan hukum 

pemindahan hak, misalkanjual be1i; 

e. Batas-batas kepemiJikan HMSRS ditetapkan secara pasti dalam scrtiftkatnya. 

Tanda Bukti Pemilikan Sat~an Rumah Susun 

Dafam rangka memberikanjaminan kepastian hukum dan kepastian hak 

kepada. Orang/ Badan Hukum yang memiliki Hak Milik atas Satuan Rumah Susun 

diberikan tanda bukti hak yang disebut sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah 

Susun. 

Sertfikat Hak Milik atas SRS diterbitkan oleh Kantor Pertanahan 

(Kabupatenl Kotamadya) dan di DKl Jakarta disetiap Kantor Pertanahan 

Kotamadya yang isinya terdiri dari : 

);- Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur atas Hak Tanah Bersama; 

> Gambar Denah Tingkat Rumah Susun yang bersangkutan, (yang 

menunjukkan satuan romah susun yang dimiliki); 

> Perteiaan mengenai besarnya bagian, Hak atus Bagian Bersama, Benda 

Bersama, dan Tanah Bersama. 
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Kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dijilid dalam 

satu sampul dokumen. 

Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas SRS harus dilaksanakan terlebih 

dahulu sebelum SRS dijual kepada pihak Jain. Pada HMSRS unsur 

kepemilikannya meliputi unsur yang dimiliki secara terpisah dan berdiri sendiri 

berikut unsur~unsur yang dimiliki bersama dan kedua jenis unsur kepernilikan 

tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sistem kepemilikan 

yang demikian dalam kepustakaan d!sebut Condominium yang terdiri dari Co = 
bersama, domtnium = pemilikan. Di Indonesia menjadi Kondominium. Konsep 

kondominium di Indonesia diiandasi oieh asas pemisahan horizontal menurut 

Hukum Adat yang tidak tertulis a.tau "penerapan asas hukum adat pada fenomena 

modem". Samasekali tidak dipengaruhi oleh konsepsi hukum (legal konsep) asing 

seperti "Aparternen Wet" (Belanda) maupun "Strata title" (Singapura Australia, 

Malaysia) ataupun "Condominium" di Arnerika Serikat 

Status Tanah dan Pemilikan SRS 

Rumah susun dapat dibangun di atas tanah denga:n Hak Milik, Hak 

Guna Bangunan dan Hak Pakai, ketiga jenis hak atas tanah dibcrikan oieh Negara 

di atas tanah Negara {tanab yang Jangsung dikuasai oleh Negara). Dapat pula 3 

jenis hak atas tanah tersebut dibcrlkan pada hagian d·ari pada tanah Hak 

Pcngelolaan, scperti pada bekas bandara Kemayoran. Jika akan membangun 

rurnah susun pengembangnya (developemya) hams jeii melihat peluang pasamya 

(market share) yang akan dibidik. Dalam hal ini peluang pasar tersebut hams 

disesuaikan dengan status tanah yang sesuai. Perlu diketahui siapa yang boleh 

membeli atau menjadi pemegang hak untuk setiap jenis hak atas tanah. 
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Status Tanahnya Yang Boleh Memiliki 

HamMilik Hanya Warga Negara Indonesia yang 

mempunyai kewarganegaraan 

Indonesia saja 

Hak Guna Bangunan 30 tahun. dapat • WNJ 

diperpanjang 20 tahun, dan dapat • Badan Hukum Indonesia 

diperbarui Ha.k yang bersangkutan 

Hak Pakai • WNJ 

25 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun1 • Badan Hukum lmlonesia 

dan dapat diperbarui Hak yang • Orang asing yang menjadi 

bersangkutan penduduk Indonesia 

• Badan Hukum asing yang 

. mempunyai kantor perwakilan di 

Indonesia 

Untuk memperpanjang jangka waktunya dan pembaruan haknya khusus untuk 

HGB dan Hak Pakai tersebut di atas dilaksanakan oleh Perhimpunan Penghuni 

Rumah Susun (PPRS). Yang boleh menjadi HMSRS adalah mereka yang 

memenuhi syarat sebagai pemegang hak seperti diatas, tergantung pada status 

tanah dimana rumah susun tersebut dibangun. 

Rumah Susun sebagai Jaminan Pelunasan Hutang 

Berdasarkan ketentuan pasal !2 dan 13 UURS dan ditegaskan lebih 

lanjut dalam pasai 27 UU Hak Tanggungan, bahwa: 

a. Rumah Susun yang sudah dibangun maupun yang akan dibangun berikut tanah 

hak bersamnnya yang berstatus Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak 

Pakai (atas tanah Negara); 

b. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dapat ditunjuk sebagai Jamman 

pelunasan hutang de11gan dibebani Hak Tanggungan. 

ad a. Untuk setiap pember:ian kredit konstruksi untuk pembangunan rumah 

susun wajib dijamin pelunasannya dengan Hak Ttmggungan, 
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ad b. Setiap pembeli HMSRS dapat mernperoleh fasilitas KPRJ !Credit 

PemiHkan Satuan Rumah Susun (KPSRS) dan HMSRS tersebut dapat 

pula dibebani Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan atas KPSRS 

yang bersangkutan, apabila luas laintainya 70 m1 atau lebih. 

Selanjutnyan ad. a dan ad, b dlatas sepa.njang mengenai pembebanan Hak 

Tanggungan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Negara Agrarial 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996. 

Langkah-langkah pemisaban satuan-satuan rumah susun 

Langkah-langk:ah pengembang (developer) untuk menjadikan setiap 

satuan rumah susun siap dijual kepada caJon pembelinya, meliputi kegiata.n 

sebagai berikut : 

a. Tanah hak bersama telah diperoleh dan dikuasai secara legal dengan HGB atau 

Hak Pakai dan teiah terbit set1ifikat hak yang bersangkutan; 

b. Apabiia bangunan Rumah Susun telah selesai dibangun wajib mengajukan 

permohonan kepad<i-pemerintah daerah setemp2.t untuk memperoleh Izin La yak 

Huni atau di Jakarta Jjin Penggunaan Bangunan; 

c. Developer telah membuat pertelaan untuk setiap Satuan Rumah Susun dan 

Akta Pernisahan Rurnah Susun agar satuan-satuan rumah susun itu dapat 

dipisahkan; 

d, Akta Pemisahan sudah disahkan oleh Bupari/ Walikota KDH Tingkat ll atau 

jika lokasinya di Jakarta oleh Gubemur KDKI Jakarta; 

e. Akta Pernisahan telah didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat untuk 

pembuatan Buku Tanah HM atau SRS; 

f. Penerbitan Scrtifikat HM atas SRS oleh Kantor Pertanahan setempat atas nama 

pengembang; 

g. Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rurnah Tinggal Perhimpunan 

Penghuni Rurnah Susun; 

h, Mernbentuk Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) dan menjadi 

pengelola sementara sebelum sebe1urn terbentuk PPRS; 
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1. Penjualan atau Pemindahan HMSRS kepada pembelinya dihadapan PPAT 

yang berwenang membuat Akta Juai Beli HMSRS; 

j. Pendaftamn Jual Beli HMSRS di Kantor Pertanahan (Kabupatenl Kotamadya); 

k. Apabila pembeli memperoieh fasilitas KPR atau KPSRS dalarn praktek 

tersebut KPA (apartemen) dan pelunasannya dijamtn dengan Hak Tanggungan 

dilaksanakan pembcrian Hak Tanggungan oleh pembeli kepada Bank pemberi 

KPSRS dihadapan PPAT yang berwenang membuat APHT (akta Pemberian 

Hak Tanggungan) dan kemudian didaftarkan Hak Tanggungan tersebut di 

Kantor Pertanahan seternpat supaya dibuatkan Sertifikat Hak Tanggungan 

untuk Bank yang bersangkutan sebagai tanda bukti bahwa Bank tersebut adalah 

Pemegang Hak Tanggungan. 

Pengelolaan Rumah Susun 

Pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan Rumah Susun meliputi : 

a, Penghuni atau pemilik SRS 

b. Perhimpunan Penghuni 

c. Badan Pengelola 

d. Penyelenggara Pembangunan Rumah Susun {PPRS) atau developer. 

Keterkaiial] Peranannya 

Pihak-pihak tersebut mempunyai hubungan terkait yang sistemati.s. , 

Pemilik SRS atau penghuni rumah susun tidak dapat rnenghindarkan diri atau 

melepaskan kebutuhannya untuk menggunakan bagian bersama, benda bersama 

dan tanah ber.sama, o!eh karena itu rnereka rnembentuk Perhimpunan Penghuni 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama para penghuni rumah susun, 

serta untuk menjamin ketertiban, kegotong: royongan dan keselarasan sesuai 

dengan kepribadian JndonesJa dalam mengeiola bagian bersama, benda bersama 

dan tanah bersama (demikian penjelasan pa.sal 19 UURS} sedang pelak.sanaan 

tugas pengelolaan diserahkan kepada Badan Pengelola yang dibentuk tUau 

ditunjuk oleh Perhimpunan Penghuni. Sedang PPRS mempunyai peranan sebagai 

pcngelola .sementara Relama belum dan setelah terbentuk Perhimpunan Pcnghuni. 
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Perhimpunan Penghuni (pasal 54 s!d 60 PP 4/1998) 

Perhimpunan Penghun~ adaiah perhimpunan yang anggotanya terdiri 

dari para penghuni. yang mempunyal tugas dan wewenang pengelolaan yang 

meliputi penggunaan, pemeliharaan dan perbaikan terbadap bangunan, bagian 

bersama, benda bersama dan tanah bersama. 

Fungsi Perhimpunan Penghuni : 

a. Membina terciptanya kehidupan lingkungan yang sehat, tertib dan aman; 

b. Mengatur dan membina kepenti.ngan pengbuni; 

c. Mengelola Rumah Susun dan 1ingkungannya. 

Dalarn melaksanakan tugas mengeloia 

Hngkungannya Perhimpunan Penghuni dibantu oleh 

Rumah Susun dan 

Badan Pengelola yang 

dibentuk sendiri atau menunjuk Perusahaan Jasa Pengeloia Properti (PJPP) yang 

professional. 

Kewajiban Perhimpunan Penghuni (pasai 19 ayat(3), (4) UURS): 

Perhimpunan penghuni berkewajiban untuk mengurus kepentingan 

bersama para pemilik dan penghuni yang berkaitan dengan pemiiikan, 

penghuninya, mengeloJanya. Daiam :nmgka mengatur pengelolaan dan penghunia. 

kegiatannya perlu dise.suaikan, dise.rasikan dengan kegiatan kelembagaan RT dan 

R W yang bergerak dibidang kemasyarakatan. 

A1.1ggota Perhimpunan Penghuni : 

Yang menjadi anggota Perhimpunun Penghuni adalah mereka yang 

memiliki atau memakai atau menyewa atau rnenyewa beli (daiam sewa beli) atau 

yang memanfaatkan satuan Rumah Susun dan berkedudukan sebagai pengbuni 

berdasarkan suatu hubungan hukum tertentu. 

Pembcntukan dan status hukumnya ; 

Pembentukan Perhimpunan Penghuni dilaksanakan dengan akta dan 

kemudian disahkan oleh Pemerintah daerah Tic II, yaitu oleh Bupatil Walikota 
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Kepa1a Daerah, di DKI Jakarta oleh Gubemur KDKI Jakarta dalam hal ini oleh 

Kepala Dinas Perumahan. 

Kewenangannya (pasal 57 ayat (3) PP 4/1988) 

"Perlrimpunan Penghrmi dapat mewakili para pe11glruni dalam 

melakukau perbuatan hukum baik ke dalam maupun ke luar Pengadila11". 

Pengertian dapat mewaldli berarti dalam hal mengurus kepentingan bersama para 

penghuni untuk meJakukan perbuatan hukum atas persetujuan para penghuni. 

H.l.2. Ketentuan Umum Tentang Hukum Jaminan 

Istilah hukum jaminan berasai dari terjemahan "zakerheidesstclllng'' 

atau security of Jaw. Bebern.pa perumusan atau definisi tentang jaminan dan 

hukum jarninan dikemukakan beberapa pa~r hukum diantaranya adalah Mariam 

Daros Badrulzaman yang memberi rumusan mengenai jaminan yakni "jaminan 

sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur atau pihak ketiga 

kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan, "3 

Dilain Piha1c, J. Satrio mengartikan Hukum Jaminan adalah "aturan 

hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap 

seorang dehitur".4 Sedangkan, H. Salim HS mengemukakan babwa hukum 

jaminan adalah: 

.. ' 
"K.eseluruhan dn.ri ka.tdah-k:aida.h hukum yang mengatur hubungan 
hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan 
pembebananjaminan untukmendapatkan fasilitas kredif'.5 

Berkaitan dengan pengertian~pengertian mengenai hukum jaminan 

tersebut, maka dapat juga dikemukaka.n beberapa asas penting dalam huk:um 

3 Frieda Husni Hasbullah, H1tkum Kebendaan Pcrdold Hok-Hak Yong Membcri 
Jaminau, jllid 2, (Jakarta: Jnd~Hill. Co., 2002), haL 5. 

4 H. Salim HS, Perkemlxmgall Httkum Jamiuan di Indt;liJesia (Jak:ana: PT Raja Grafindo 
Persada, 2005), hal. 6. 

slbid. 
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jamirum di nntaranya: (I) Asas publisitas, yaitu asas bahwa semua hak. baik hak 

tanggungan. hak fidusia, dan hipotik harus didaftarkan. 

Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda 

jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan; (2) Asas spedaliteit, 

yaitu bahwa hak. tanggungan, hak fidusia. dan hipotik hanya dapat dibebank.an 

atas persil atau a !.as barang-barang yang sudah tcrdaftar atas nama oranng tertentu; 

(3) Asas tidak dapat dibagi-bagl, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat 

mengakibatkan dapat dlbaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotilc, dan hak 

gadai walaupun te!ah dilakukan pembayaran sebagian.4 

Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan 

jaminan khusus, Pasa1 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa: 

"Segala kebendaan si berbutang. baik yang bergerak maupun yang tak 
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada dikemudian 
hari. menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan", 1 

Pasal ini mencermink.an suatu jaminan umum dan dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud jaminan umum adaiah jaminan yang diberikan bagi 

kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur. Ha! 

ini .berarti benda jaminan tidak diperuntukkan bagi kreditur tertentu dan basil 

p<mjuS.lannya dibagi diantara para kreditur seimbang dengan piutangnya masing

masing. 

Jaminan umum mempunyai cirri-ciri sebagai berikut: 

1. Para kreditur mempunyai. kedudukan yang sama atau seimbang, attinya tidak 

ada yang lebih didahuiukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut kreditur 

yang konkuren} 

6fbfd., hal. 9. 
1 Kitab U1Jdcwg-Undaug Hukum Perdota [Burgerlijk Wctbockj, ditcrjcmahkan oleh R. 

Subeklt dan R Tjitrosudibio, ect. 16, (JakartA: Pradnya Paramitha, 19&4), ps. ! 13 L 
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2. Ditinjau dari sudut haknya, para kreditur konkuren mempunyai hak yang 

bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang 

tertentu; dan 

3. Jaminan umum timbul karena undang-und.ang. artinya antara para pihak tidak 

rlipeljanjikan terlebih dahu1u. Dengan demikian pam kreditur konkuren secara 

bersama-sama rnemperoleh jaminan umum berdasarkan undang~undang. 8 

Sedangkan pada pBsall132 KUHPerdata dinyatakan hahwa: 

"Kebendaan tersebut rnenjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang 
yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu 
dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya 
piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang hu ada 
alasan-alasan yang sah untuk didahulukan".9 

Dalam pasal ini tersirat adanya jaminan khusus yaitu dengan adanya 

kreditur yang diberikan kedudukan yang lebih didabulukan dalam pelunasan 

hutangnya disbanding kreditur-kreditur lainnya. Kemudian pasal 1 133 

KUHPerdata juga memberikan pernyataan yang lebib tegas lagi berpiutang terbit 

dari hak istimewa, dati gadai dan dari hipotik. 

Jaminan khusus dibagi menjadi 2 macam~ yaitu: 

L Jaminan Pcrorangan (Persoonlijke Zekerheidsrechtenl Personal Guarantee), 

yaitu suatu perjanjian antara seorang yang berpiutang (kreditur) dengan pihak 

ketiga yang menjamin dipenubinya kewajiban-kc\vajiban si berbU't8."ng 

(debitur).la bahkan dapat berada diluar pengetahuan si herhutang tersebut10 

Dengan demiklan jaminan perorangan merupaka:n jamlnan yang menimbulkan 

hubungan langsung dengan orang tertentu atau pihak ketiga tidak memberikan 

hak untuk didahulukan pada benda-benda tertentu. karena harta kekayaan pihak 

ketiga tersebut hanyalah merupakan jaminan bagi terselenggaranya suatu 

"ltasbullah, op, cit .• haL 10. 
"Kilab Und:ang-Undang: Hukum Perda!a [Burgcrlijk Wctboek], op cit,, ps. 1132. 
10Hutagaluug, op. cir., hal. 362. 
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perikatan. Jaminan perorangan meliputi: borg, tanggung-menanggung 

(tanggung renteng) dan garansi bank. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka unsur-unsur dari jaminan 

perorangan, yaitu: 

a. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu. 

b. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu. 

c. Terdapat harta kekayaan debitur umumnya. 11 

Lembagajaminan yang bersifat perorangan inl didalam sistem hukumjaminan 

di Indonesia disebut penanggungan utang ("'Botgtocht'' atau "Guarantee"), 

yang berarti suatu persetujuan oleh pihak ketiga, guna kepentingan kreditur, 

mengikatkan dirinya mernenuhi kewajibannya untuk mehmasi hutang. 

Ada riga katregori subjek penanggung hutang atau penjamin dilibat dari 

kapasitasnya bertindak, yak.ni: 

a. Jika yang bertindak se:bagai penanggung adalah orang-perorangan disebut 

Personal Guarantee/ Jaminan Perorangan; 

b. Jika yang bertindak sebagai penanggung adalah Badan Hukum disehut 

Corporate Guarantee/ Jaminan Perusahaan; 

c. Jika yang bertindak sebagai penanggung adalah Bank disebut dengan Bank 

Guarantee/ Bank garansi. 12 

2. Jaminan kebendaan (ZakelijkeMZekerheidsrechten) 

Jaminan kebendaan iafah jaminan yang memberikan kepada kredilur alas suatu 

kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur 

melakukan wanprestasi. n 

Benda rnilik debitur yang dijaminkan dapat berupa benda bcrgerak maupun 

benda tidak bergerak. Untuk benda bergerak dapat dijaminkan dengan gadai 

(pand) dan fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak~ setelab berlakunya 

11Sallm HS, op. cH .• hal. 24. 
12Hu1aga!un.g, op. cit., haL 363. 
nHasbuliah, op.cit., hal. 16. 
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UUHT hanya dapat dibebankan dangan hiporik atas kapallaut dengan bobot 20 

M) keatas dan pesawat terbang serta helicopter. Sedangkan untuk tanah beserta 

benda-benda yang berkaitan dengan tanah dapat dibebankan dengan hak 

tanggungan. 

Jaminan kebendaan mempunyai cini-ciri yang berbeda dari jaminan 

perorangan, yaitu: 

a. Merupakan hak mutlak (absolute) atas suatu benda. 

b. Kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik 

kreditur. 

c. Dapat dipertahankan terlladap tuntutan oleh slapapun. 

d. Sela!u mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada (droit de 

suite/ Zaaksgevolg). 

e. Mengandung asas priotitas, yaitu hak kebendaan yang lebib du1u terjadi 

akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian (droit de preference). 

f. Dapat diperalihk:an seperti hipotik. 

g. Bersifat perejanjian tambaban (accesoir). 14 

Agar jaminan kebendaan ini dapat memberikan keamanan bagi kreditur, 

maka syarat-syarat benda jaminan yang baik ada1ah: 

a. Dapat s:ecara mudah rnembantu perolehan kredit itu oleh pihak yang 

memerlukannya; 

b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan} si pencari k:redit untuk melakukan 

atau meneruskan usahanya; dan 

c. Memberikan kepastian kepada kreditur, da1am arti bahwa barang jaminan 

setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, hila perlu dapat mudah diuangkan 

untuk rnelunasi hu!angnya si penerima (pengambil) kredit 15 

14lbid .• hal. 17. 
1:lSahm HS, op. cit .• haL 27. 
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Perjanjian pada umumnya dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 

perjanjian pokok dan peljanjian accesooir. Petjanjian pokok merupakan perjanjian 

untuk mendapatkan fastlitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga 

keuangan non bank. Contoh perjajian pokok adalah peijanjian kredit bank. yaitu 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersarnakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjarn~meminjam antara bank dengan pihak Jain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian hunga. 

Petjanjian accessoir adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan 

dikaitkan dengan pe:rjanjian pokok Contoh peJjanjian accessoir ini adalah 

perjanjian pembebananjaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan. dan fidusia. 

Jadi. sifat peijanjian jaminan adalah peij-anjian accesooir. yaitu mengikuti 

perjanjian pokok Sifat accessoir dari hak jaminan dapat meniml:mlkan akibat 

hukum sebagai berikut: 

a. Adanya dan hapusnya perjanjian tambahan tergantung pada perjanjian pokok; 

b. Jika peijanjian pokok batal. maka peijanjian tambahanjuga batal~ 

c. Jika pei:janjian pokok ~ralih, maka petjanjian tambahan ikut beralih; dan 

d. Jika petjanjian pokok beralih karena cessie, subrogatie, maka perjanjian 

tambahanjuga bera1ih tanpa penyerahan khu~ms. 

JI.1.3. Pengcrtian Hak Tanggungan · 

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UUHT, yang dimaksud dengan Hak 

Tannggungan adalah; 

"Hak jarnlnan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang 
dim.nksud dalam Undang~Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda
benda laiti yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk 
peiunasan hutang tertentu, yang memberika.n kedudukan yang 
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diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur~kreditur 
lainnya ... 11s 

Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian Hak Tanggungan 

tersebut adalah: 

a. Hak jaminan yang dibebankan bak atas tanah 

Yang dimaksud dengan hak jaminan atas tana:h adalah hak penguasaan yang 

secara khusus dapat dlberikan kepada kreditur, yang memberi wewenang 

kepadanya untuk~ jika debitur cidera janji, menjual lelang tanah yang secara 

khusus pula ditunjuk sebagai agunan piutangnya dan rnengambil seluruh atau 

sebagian hasilnya untuk pelunasan hutangnya tersebut, dengan hak mendahulu 

dari kreditur-kreditur lain (droit de preference). Selain berkedudukan 

mendahulu kreditur pemegang hak jaminan dan menambil pelunasan 

piutangnya dari basil penjualan tersebut, sungguhpun tanah yang bersangkutan 

sudan dipindahkan kepada pihak lain (droit de suite). 

b. Hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda Jain yang merupakan 

satu kesatuan dengan tanah itu. Pada dasamya, Hak Tanggungan dapat 

dibebankan pada hak atas tanah semata-mata, tetapi dapat juga hak atas tanah 

tersebut berikut dengan benda-benda yang ada diatasnya. 

c. Untuk peiunasan hutang tertentu, maksudnya adalah dengan adanya Hak 

Tanggungan itu dapat membereskan dan selesai dibayar hutang-hutang debitur 

yang ada pada kreditur, 

d. Memberikan kedudukarl yitng diutamakan k~pada lrreditur tertentu terhadap 

kreditur-kreditur lainnya. 

Boedi Harsono mengartikan Hak Tanggungan adalah: 

"Penguasaan hak atas tanah. berisi kewenangan bagi kreditur untuk 
bcrbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan. Tetapi bukan 
untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya 
jika debitur cidera janji dan mengambil dari hasilnya seluruhn,r atau 
sebagian sebagai pembayaran lunas: hutang debitur kepadanya ••. 1 

1 ~lndoncsia, {a), op. cit, ps. l 
17Salim HS, op. Cil., haL 97, 
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Esensi dari definisi yang dikemukakan oleh Boedi Harsono adalah pada 

penguasaan hak atas tanah. Penguasaan hak atas tanah merupakan wewenang 

untuk menguasai hak atas tanah. Penguasaan hak atas tanah oleh kreditur bukan 

bukan untuk menguasai secarn fisik, na.mun untuk menjualnya jika debitur cidera 

janji. 

II.l.4. Ciri~ciri Dan Asas~asas Hak Tanggungan 

1. Ciri-ciri Hak Tanggungnn 

Adapun yang menjadi cirri-ciri dari Hak Tanggungan adalah: 

a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendabulu kepada 

pemegangnya; 

b. Selalu mengikuti objek yang dijamin dalam tangan niapapun objek itu 

berada. Walaupun objek Hak Tanggungan sudah berpindahtangan dan 

menjadi hak milik pihak lain, kreditur masih tetap dapat menggunakan 

haknya mela!ui eksekusi, jika dcbitur cidera ja-qji; 

c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak 

ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan; 

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksek:usinya. Da!am hal debitur cidera ja:nji 

tidak perlu ditcmpuh acara gugatan perdata biasa, yang memakan waktu dan 

biaya. Bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan disediakan acara~acara 

khusus yang telah diatur dalam pasal20 ayat {1) Ul.JHT18 yang menetapkan 

dua kemungkinan untuk metaksanakan eksekusi, yaitu: 

1) Yang diatur dalam poasal 6 UUHT dan pasal 11 ayat (2) huruf e, dalam 

hal ini apabila debitur cidera janji, maka pernegang Hak Tanggungan 

pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas 

kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan 

16Boedi Hursono, Hulmm Agrnrla lnrlouesfo Sejarah Pembe11tukau Uudrmg-UJrdang 
Pckok Agroria, lsi dan Pelak.sauaawrya {Jakarta; Djamba!an, 2003}, hal. 421. 
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piutangnya dari basil penjualan tersebut lebih dahulu dari kreditur

kreditur lainnya. 

2) Eksekusi melatui lelang berdasarkan title eksekutorial yang terdapat 

dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 

14 ayat (2) yang mcnyatakan: Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana 

dirnaksud dalam ayat {1) memuat irah-irah dengan kata-kata "Derni 

Keadi lan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Maka, eksekusi 

dilakukan meialui gugatan perdata menurut Hukum Acara Perdata yang 

berlaku. 

2. Asas-asas Hak Tanggungan 

Berdasarkan cirri-ciri Hak Tanggungan tersebut maka dapat 

dikemukakan asas-asas hukum kebendaan yang melekat atau ada pada Hak 

Tanggungan ya.itu: 

a, Hak Tanggungan bersifat memaksa 

Penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam UUHT, kecuali yang 

diperkenankan, mengakibatkan tidak berlakunya Hak Tanggungan tersebut, 

atau daJaam hal yang ditentukan oleh undang-undang, peJaks:anaannya. tidak 

dapat dipaksakan. 19 

b. Hak Tanggungan dapat beralih atau dipindahkan 

Seperti yang telah dijeJaskan sehelumnya, Hak Tanggungan lahir dari .suatu 

perikatan pokok, yang merupakan hutang yang meojadi dasar bagi labimya 

Hak Tanggungan tersebut. Oleh karena itu, Hak Tanggungan dapat beraiih atau 

berpindah tangan, dengan terjadinya pcralihan atau pe:rpindahan Hak MiJik atas 

piutaog tersebut, sebagaimana disebutkan da1am Pasa1 16 ayat (1) UUHT, 

dapat tefjadi karena betbagai sebab dan a1asan. 

c. Hak Tanggungan bcrsifat indlvidualitet 

Ketentuan pasal 5 UUHT merumuskan bahwa meskipun atas sebidang tanah 

tertentu yang telah ditentukan dapat diletakkan lebih dari suatu Hak 

19Kar1in! Muljadi dan Gunawan Widjaja, Serf Hukum Harta Kekaymm: Hak 
Tcmgg:mgnn (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 149, 
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Tanggungan, namun masing~masing Hak Tanggungan tersebut adalah berdiri 

sendiri, terlepas dari yang 1ainnya. Eksekusl aatau hapusnya Hak Tanggungan 

yang satu tidak rnembawa pengaruh terbadap Hak Tanggungan 1ainnya yang 

dibebankan diatas hak atas tanah yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan 

terse but. 

Dari rumusan pasal 18 dan Pasal 19 UUI-IT, dapat diketahui bahwa pada 

prinsipnya eksekusi atau hapusnya suatu Hak Tanggungan tidak membawa 

pengaruh kepada Hak Tanggungan lainnya yang melekat pada objek yang 

dijaminkan dengan lebih dari satu Hak Tanggungan tersebut Pembersihan Hak 

Tanggungan-Hak Tanggungan yang masih ada dan melekat pada objek atau 

bidang tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut hanya dapat dilakukan 

atas permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani dengan Hak 

Tanggungan tersebut. 

d. Hak Tanggungan bersifat rnenyeluruh (Totaliteit) 

Pada prinsipnya suatu Hak Tanggungan dfberikan secara keseluruhan. Dalam 

hal Hak Tanggungall diberikan dengan segala ikutannya, yang melekat dan 

menjadi satu kesatuan dengan bidang tanah yang dijaminkan atau diagunkan 

dengan Hak Tanggungan, maka eksekusi Hak Tanggungan atau bidang tanah 

tersebut juga meliputi segala ikuf.annya, yang me1ekat dan menjadi satu 

kesatuan dengan bidang tanab yang dijaminkan atau diagunkan dengan Hak 

~··Tangungan tersebut. 

e. Hak Tanggungan tidak dapat dipisah-pisahkan (OnSjJHtsbaarheid) ,-: 

Terhadap pembebanan Hak Tanggungan atas lebih dari satu:bidang tanah yang 

dibuat da1am suatu Akta Pemberian Hak Tanggungan (API-IT), maka masing~ 

masing bidang tanah tersebut tetap akan lahir Sertifikat Hak Tanggungan yang 

bcrdiri sendiri. Dalam konteks yang dernikianlah ketentuan Pasal 2 ayat (2) 

UUHT memungkinkan dibersihkannya Hak Tanggungan atas salah satu atau 

lehih bidang tanah dengan cara pencoretan pendaftaran Hak Tanggungan 

tersebut dari buku tanah atas salah satu atau leblh bldang tanah yang dlsertai 

dengan pengembalian Sertlfikat Hak Tanggungan yang dibebankan atas bidang 

tanah tersebuL Jadi, dalam hal ini scsungguhnya untuk tiap-liap bidang tanah 
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yang dibebankan dengan hak tanggungan, yang dibuktikan dengan Sertifikat 

Hak Tanggungan, berlaku1ah asas onsp1itsbaarltefd. Jika kredit dilunasi secara 

angsuran, Hak Tanggungan yang bersangkutan tetap membebani setiap objek 

untuk sisa hutang yang belum dilunasi. w 

f. Hak Tanggungan berjenjang (ada prioritas yang satu atau yang iainnya) 

Penentuan peringkat Hak Tanggungan hanya dapat ditentukan berdasarkan 

pada saat pendaftarannya. Dalam hal pendaftaran dilakukan pada saat yang 

bersamaan, barulah peringkat Hak Tanggungan tersebut ditentukan 

berdasarkan pada saat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). 

g. Hak Tanggungan harus diumumkan (Asas Pub1isitas) 

Agar adanya Hak Tanggungan tersehut, siapa kreditur pemegangnya, piutang 

yang manba dan beberapa jumlahnya yang dijarnin serta benda-benda yang 

mana yang dljadikan jaminan, dengan mudah dapat diketahui oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan, wajlb dipcnuhi Pendaftaran Pemberian Hak Tanggungan 

yang merupakan pemenuhan syarat publisitas, sebagaimana dtJsyaratkan dalam 

hukum kebendaan.21 Dari ketentuan Pasall3 UUHT secara tegas telah ternyata 

bahwa saat pendaftaran pembebanan Hak Tanggungan adalah suatu saat 

Iahirnya Hak Tanggungan tersebut. Sebelum pendaftaran dilakukan, rnaka Hak 

Tanggungan tidak pemah ada; Hak Tanggungan lahir dengan dilaksanakannya 

p,endaftaran pemberian Hak Tanggungan. 

h. Hak Tangungan mengikuti bendanya (droit de suite)· ·• 

Dengan droit de suite ini, seorang pemegang hak kebendaan dilindungi. Ke 

tangan siapapun kebendaan yang dimiliki dengan hak kebendaan tersebut 

beralih, pemilik dengan hak kebendaan tersebut berhak untuk menuntutnya 

kembali, dengan arau tanpa disertai dengan ganli rugi .22 

i. flak Tanggungan bersifat mendahulu (droit de preference) 

Hak Tanggungan diberikan sebagai jaminan pelunasan hutang, yang bersifat 

mendahulu, dengan cara menjual sendiri bidang tanah yang dija.minkan dengan 

10Harsono, op. cit., hal. 420. 
11 /bid., hal. 422. 
nMuljadi Jan Gunawan Widjaja, op. d! .. bat 171. 
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Hak Tanggungan tersebut, dan se1anjutnya mempero!eh pelunasannya da.ri 

hasi1 penjualan tersebut hingga sejumlah nilai Hak Tanggungan atau nilai 

piutang kreditur, mana yang 1ebih rendab. Kedudukan diutamakan dengan 

pemberian hak mendabulu tersebut sudab barang tentu tidak mengurangi 

preferensi piutang-piulang Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku.:u 

j. Hak Tanggungan terbatas sebagai Jura in Re Alinea {yang terbatas) 

Kreditur atau pemegang Hak Tanggungan tidak dapat atau diperkenankan 

untuk memiliki objek Hak Tanggungan, oleh kat:ena jib hal tersebut 

diperbolehkan, maka fungsi Hak Tanggungan "sebagai jarninan kebendaan 

menjadi tidak ada lagi. Dalam hal ini, debitur atau pemberi Hak Tanggungan 

akan dirugikan.24 

H.I.S. Subjek Hak Tanggungan 

Subjek Hlik Tanggungan diatur dalam Pasa1 8 sarnpai Pasal 9 UUHT 

yang menentukan bahwa yang dapat menjadi subjek hukum dalam pembebanan 

Hak Tanggungan adalah pemberi Hak Tanggungan dan Pemegang Hak 

Tanggungan. Pemberi Hak Tanggungan dapat perorangan atau badan hukum, 

yang mempunyai kewenangan untuk rneiakukan perbtiatan bukum terhadap objek 

Hak Tanggungan. Menurut J. Satrio, Pemberi Hak Tanggurigan adalah pemilik 

persil. yang dengan sepakatnya · dibebani dengan Hak Tanggungan -samapai 

sejumlah uang tertentu, unttikmenjamin suatu perikatan hutang.25 Jadi yang bias 

memberikan Hak tanggungan adalah pemilik hak atas tanah yang dijaminkan.:ui 

HHarsono, op" cit .. hal _419. 
2~Muljadi dan Gunawan Widjaja, op. CJ!., hal. l&Q. 
l~J. Salrio, f!ukum Jamlua<~, fiak Jominan KcfxmdawJ, Hak Tauggulfgan (Bandung: 

PTCitra Aditya Bakti, 2002), haL 245. 
1~al ini dldasarkan atas asas umum yang mengatakan, bahwa tindakan mcmbebanl 

3daleh tindakan membcrikan su-am hak terb:uas !crtentu dari keseluruhan kompleks hak-hak yang 
dipunyai oleh scorang pemilik dan karcnanya y.mg rlapat me_mbcrikan !tu adalah pemilik sendir!-
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Umumnya pemberi Hak Tanggungan adalah debitur sendiri, tetapi 

dimungkinkan juga pihak Jain, jika benda yang dijadikan jaminan lebih dari satu. 

masing-masing kepunyaan debitur dan pihak: Jain. Atau debitur bersama pihak 

lain, jika benda yang dijadikan jarninan milik bersama, Juga mungkin bangunan 

milik suatu Perseroon Terbatas, sedang tanah milik direktumya. 

Dalarn Pasal 8 ayat (2) UUHT dan juga Penje1asannya, ditentukan 

bahwa kewenangan Pemberi Hak Tanggungan itu barns ada dan terbukti benar 

pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan. Tetapi sebenatnya 

kewenangan itu juga harus ada pada waktu diberikan Hak Tanggungan dengan 

dibuatnya APHT oleh PPAT, biarpun tidak selalu wajib dibuktikan dengan 

sertipikat hak atas tanah yang dijadikan jaminan, kalau tanah yang bersangkutan 

memang belum didafiar, kewenangan pemberi Hak Tanggungan dapat dibuktikan 

dengan alat-alat bukti lain. Misalnya surat keterangan waris atau akta pemindahan 

hak. yang dapat memberi keyakinan kepada PPAT yang membuat APHT tersebut, 

bahwa Pemberi Hak Tanggungan memang mernpunyai kewenangan untuk 

melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. 27 

Orang yang mempunyai kewenangan memhebani harta miliknya 

dengan Hak Tanggungan adafah orang yang cakap untuk membuat perjanjian 

yaitu orang yang telah berumur 21 tahun atau telah pemah menikab sebelum 21 

tahun28 
•. Kewenangan seseorang untuk menjamtnkan hanyalah sebatas oleh si 

pemitik dan dalam meiaksanakan kewengan untuk menjaminkan, harus diik:uti 

dan dipenuhi semua syarat-s.yarat yang ditentukan oleh undang-undang 

sehubungan dengan adar'tya kewenangan tersebut 29 

Pemegang Hak Tanggungan terdiri dari peronmgan atau badan bukum, 

yang berkedudukan sebagai pihak berpiutang. Biasanya dalam praktek pemberi 

HHarsono, op. t;;it., hal. 431. 
nPengenfan cakap disini bcrdasarkan Pedoman Pcngisian Fonnulir Aha Jual Bcli 

yang .~esual dcngan Pasal 330 KUH Jlerda1a danS. 1931-54. 
29Sa1rio. op. cit" hat 253,255. 
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Hak Tanggungan disebut dengan debitur, yaitu orang yang meminjam uang di 

Jembaga perbankan, sedangkan penerima Hak Tanggungan disebut dengan istilah 

kreditur. yaitu orang atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak 

berpiutang. 

Syarat-syarat sebagai pemberi Hak Tanggungan dan pemegang Hak 

T anggungan adalah sebagai berikut; 

1. Pemberi Hak Tanggungan. 

a. Warga Negara Indonesia yang berkewarga.negaraan tunggal sebagai pernilik 

HM, HGU, HGB dan Hak Pakai atas tanah Negara; 

b. Warga Negara Asing. baik yang beniomisili dan menjadi penduduk di 

Indonesia sebagai pemegang Hak Pakai atas tanah Negara; 

c. Badan Hukum Indonesia sebagai pengguna HGU. HGB dan Hak Pakai atas 

tanah Negara; 

d. Badan Hukum Asing, baik yang mempunyai kantor perwaki1an di Indonesia 

sebagai perriegang Hak Pilkai atas tanah Negara. 

2. Pemegang Hak Tanggungan 

a. Warga Negara Indonesia; 

b. Warga Negara Asing, baik yang berdomisili di Indonesia maupun yang 

berdomisili di mancanegara; 

c. Badan Hukum Indonesia; · 

d. Badan Hukum Asing, balk yang mempunyai kantor perwakilan dl 

Indonesia maupun yang berkantor pusat di mancanegara.30 

ll.l.6, Objek Hak Tanggungan 

Pada dasamya tidak setiap hak atas tanah dapat dijadikan jaminan 

utang, tetapi hak atas t:anah yang dapat dijadikanjaminan harus memenuhi syarat

syarat sebagai berikut: 

l. Dapat diniiai dengan uang, karena utang yang dijamin berupa uang; 

Jotbsbullah, op.. cir., hal. 154. 
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2. Termasuk hak yang didaftar dalarn dafiar umum, karena barns memenuhi 

syarat publisita.s; 

3. Mempunyai sifat dapat dipindahtang.a:nkan, karena apabila debitur cidera janji 

benda dijadikan jaminan utang akan dijual di muka umum; dan 

4. Memerlukan penunjukandengan undang-undang.31 

Objek Hak Tanggungan sebagaimana tersebut dalam Pasa) 4 jo. Pasai 

27 UUHT dan Penjelasaan Umum angka 5 adalah hak atas tanah dengan status 

sebagai berikut: 

a. Yang ditunjuk oleh UUPA sesuai dengan Pasai I6 ayat (l)a, b, c sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal4 ayat (!) UUPA (Pasal4 ayal (I) UUHT) yaitu: 

I) Hak Milik; 

2) Hak Guna Usaha; 

J) Hak Guna Bangunan. 

b. Yang ditunjukan oleh UURS, yaitu: 

I) Rumah Susun yang berdiri di atas tanah HM,HGB dan Hak Pakai atas 

Tanah Negara. 

2) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bangunanya berdiri di atas tanah 

HM. HGB dan Hak Pakai Atas Tanah Negara. 

c. Yang ditunjuk oleh UUHT, yaitu: 

1) Hak Pakai Atas Tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku waj-ib 

didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan. 

Hak Pakai yang dapat dihebani Hak Tanggungan adalah Hak Pakai yang 

diberikan kepada orang-perseorangan dan badan-badan hukum sefama 

jangka waktu tertentu dan selama tanahnya digunakan untuk kepentingan 

tertcntu misalnya utnuk keperiuan pribadi at.au usaha. 

2) Hak Pakai alas tanah Ha.k Milik 

Hak Pakai atas tanah Hak Milik baru dapat dibebani Hak Tanggungan 

apabi1a sudah ditetapk:an dengan Peraturan Pemerintah. Untuk menarnpung 

perkemhangan waktu yang akan datang, dibuka kemungldnan dikemudian 
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hari Hak Pakai atah Tanah HM dapatjuga dijadikanjaminan hutang dengan 

dibebani Hak Tanggungan jika telah mernenuhi syatat-syarat yang 

ditentukan, 32 

II.l.7. Proses Pembebanan Hak Tanggungan 

1. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) 

Pada dasamya pemberian Hak Tanggungan wajib dihaadiri dan 

dilakukan sendiri oleh pernberi Hak Tanggungan sebagai pihak yang berwenang 

melakukan perbuatan hukum mernbebankan Hak Tanggungan atas objek yang 

dijadikan jaminan. Hanya apabila benar~benar diperlukan dan berhaiangan, 

k~hadirnnnya untuk memberikan Hak Tanggungan dan menandatangani Akta 

Pemberian Hak Tanggungan-nya dapat dikuasakan kepada lcreditur dengan 

menandatanganl Surat Kuasa Membebank.an Hak Tanggungan (SKMHT). 

Prosedur pembebanan Hak Tanggungan yang menggunakan Surat 

Kuasa Mernbebankan Hak Tanggungan (SKMHT) disajikan berikut ini: 

a. Wajib dibuatkan dengan akta Notaris atau aida PPAT dan memenuht 

persyaratan sebagai berikut 

1} Tidak memuat kuasa untuk meiakukan perbuatan hukum lain daripada 

. ,h membebankan Hak Tanggungan; 

2} Tidak memuat kuasa substitusi. 

Sehubungan dengan kuasa substitusi tersebut, tidak'dianggap sebagai kuasa 

subsitusi adalah pemberl kcwengan dalam rangka penugasan yang bersifat 

perwakilan, rnisalnya Direksi Bank menugaskan kapala cabang atau pihak 

lain dalam rangka pelaksanaan kuasa yang diberikan kepada bane·\ 

3) Mencantumkan secara jelas objek Hak Tanggungan, jum!ah utang dan nama 

serta identitas kreditomya, nama dan identitas debitor apabila debitor hukan 

pemberi Hak Tanggungan. Jum1ah utang yang dijamin dapat berupa utang 

J
1ihid., hat 426. 

nSalim HS, op. cU., hal. 192. 

Unlversnas Indonesia 

Perlindungan Hukum..., Wahyu Brahmantyo Hadiningrat, FH UI, 2009



34 

yang telah ada atau yang telah diperjanjikan dengan jurnlah tertentu atau 

jumlah yang pada saat pennohonan eksekusi Hak Tanggungan dapat 

ditentukan berdasarkan petjanjian yang menjadi dasar timbu1nya hubungan 

hutang-piutang. 

b. Tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apa pun 

kecuali kuasa tersebut telah dHaksanakan atau karena tetah habis jangka 

waktunya. 

c. SKMHT rnengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan 

pernbuatan APHT selambat-larnbatnya l{satu) bulan sesudah diberikan. 

d. SKMHT mengenai hak atas tanah yang beium terdaftar wajib diikuti dengan 

pembuatan APHT selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sesudah diberikan. 

Prosedur pada huruf c dan d tidak brlaku dalam hal SKMHT diberikan untuk 

rnenjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang

undangan yang berlaku. 

e. SKMHT yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan dalam waktu yang telah ditentukan, maka SKMHT yang 

bersangkutan menjadi b.atal demi hukum.J4 

2, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). 

Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dalam bentuk ·Akta J>emberian 

Hak Tanggungan (APHT). Akta ini dibuat-di muka dan di--hadapan PPAT. 

Sedangkan lsi APHT tersebut;,dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaltu, yang 

sifatnya wajib dan fakullatif. Yang dimaksud dengan isi yang sifatnya wajib 

adalah bahwa didalam akta itu harus memuat substarisi yang harus ada di da}am 

APHT. Hal-hal yang wajib dimuat dalam APHT meliputi: 

a. Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan; 

b. Domisili pihak-pihak sebagimana dimaksud pada huruf a, dan apabila di 

antara merka ada yang berdomislli di luar Indonesia, baginya harus pula 

}
4Proscdur ini berdasarkan ketenrua Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tnhun !99G 

tcmang Hak Tanggungan Alas T;mah Ikswa Benda-Benda yang B<:rkaitan Dtngan Tunah. 
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dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia, dan dalam hal domisili 

pilihan itu tidak dicanturnkan, kantor PPAT tempat pernbuatan Akta 

Pemberian Hak Tanggungan dianggap sebagai dmnisili yang dipi1ih; 

c. Penunjukan secara jelas utang atau utang~utang- yang dijamin, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal3 dan PasallO ayat (1)~ 

d. Niiai tanggungan; 

e. Uraian yangjeias mengenai objek Hak Tanggungan?5 

Tidak dicanturnkannya secarn lengakp hal-hal tersebut dalam APIIT 

mengakibatkan akta yang bersangkutan batal demi hukum. 

lsi APHT yang sifatnya fakultatif adalah bahwa isi yang dicantumkan 

dalam akta itu tidak diwajibkan at.au bersifat pifihan dan tidak mempunyai 

pengaruh terhadap sahnya akta. Pihak-pihak bebas menentukan untuk 

menyebutkan atau tidak meyebutkan janji~janji itu di dalam APHT. Dengan 

dimu<itnya jariji~janji tersebut dalam APHT yang kemudian didaftar pada Kantor 

Pertanahan, janji-janji tersebut juga mempunyai kekuatan mengikat terbadap 

pihak ketiga. Janji~janji yang dapat dicantumkan dalam APBT antara lain: 

a. Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk 

menyewakan obyek Hak Tanggungan dan/a tau menentukan atau mengubah 

jangka waktu t>ewa dan/a tau menerima uang sewa''di 'muka, kecUS.Ii dengan 

persetujuan tertulislebih dahulu dari pemegang Hak Tlinggungan; 

b. Janjj yang membatasi kewenangan Pemberi Hak Tanggungan untuk 

mengubah bentuk atau tata susunan obyek Hak Tanggungan, kecuali dengan 

persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan; 

c. Janji yang mcrnberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan 

untuk mengelo1a obyek Hak Tanggungan berdasn.rkan penetapan ketua 

Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya melipuli letak objek Hak 

Tanggungan apabila de hi lor sungguh-sungguh cidera janji; 

'
5!ndones.ia (a), op. cit., ps. J 1 ayat (I). 
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d. Janji yang memherikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan 

untuk menyeiamatkan obyek Hak Tangggungan, jika hal itu diperlukan 

untuk pelaksanaan eksekusi atau unuk mencegah menjasi hapusnya atau 

dibatalkannya hak yang menjadi obyek Hak Tanggungan karena tidak 

dipenuhi atau dilanggarnya kctentuan undang-undang; 

e. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama rnempunyai hak uluk 

menjual atas lcekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor 

cidera janji; 

f. Janji yang dJberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama bahwa obyek 

Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak Tanggungan; 

g. Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan rnelepaskan haknya atas 

obyek Hak Tanggunga tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari 

pemegang Hak Tan~ngan; 

h. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akam memperoleh seluruh atau 

sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk 

pelunasaan piutangnya apabila obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya 

oleh pemberi Hak Tanggungan atau dicabut haknya untuk kepe:ntingan 

umum; 

L Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau 

sebagian dari uang asur.msi yang diterlma pemberi Hak Tanggungan untuk 

peiunasan pi~tangnya, jika obyek Hak Tanggungan diasuransikan; 

j._ Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan aka.n mengosongkan obyek Hak 

Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan; 

k. Janji yang dimaksud dalam Pasall4 ayat (4}.36 

Janji yang tidak diperkenakan dicantumkan dalam APHT adaiah jnnji 

yang mcrnberika.n kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk 

merniiiki objek Hak Tanggungan apabila debltur cidcra janji. Janji semacam ini 

batal demi hukum, artinya bahwa dari semula petjanJian ilu dianggap tidak ada. 
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3. Pendaftaran Hak Tanggungan 

Pendaftaran Hak Tanggugan diatur da[am Pasal13 sampai dengan Pasal 

14 UUHT. APHT yang dibuat oleh PPAT wajib didaftarkan. Secara sistematis 

tata earn pendaftanm dikernukan berikut ini: 

a. Pendaftaran dilakukan di kantor Pertanahan; 

b. PPAT dalam waktu 7 hari setelah ditandatangani pemberian Hak Tanggungan 

wajib rnengirimkan akta pendaftartm Hak Tanggungan dan warkah lainnya 

kepada Kantor Pertanahan serta berkas yang diperlukan. Berkas itu meliputi: 

I) Surat pengantar dari PPAT yang dlbuat rangkap 2 {dua) dan memuat daftar 

jenis surat-surat yang disampaikan; 

2) Surat permohonan pe.nrlaftaran Hak Tanggungan dari penerima Hak 

Tanggungan; 

3) Fotocopy sural identitas pemberi dan pemegang Hak Tanggungan~ 

4) Sertipikat asli hak atas tanah atau hak miJik atas satuan rumah susun yang 

menjadi obyek Hak Tanggungan~ 

5) Lembar kedua APHT; 

6) Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk 

disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk pembuatan 

sertlpikat Hak Tanggungan; 

7) Bukti pelunasan blaya pendaftarao Hak Tanggungan,37 

c. Kantor Pertanahan metnbuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya 

dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta 

menyalin catatan tersebut pada sertipikat hak atas tanah yang bersangk:utan; 

d. Tanggal buku tanah Hak Tanggungan adalah tanggal hari ketujuh sctelab 

pet\erimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya. 

Jika hari ketujuh itu jatuh pada hari llbur, buku tanah yang bersangkutan diberi 

tanggal hari kcrja berikutnya. 

J
1Salim HS, op. cit .. hnl. 18i1 
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Tanggal penerimaan secam lengkap suratxsurat yang diperlukan bagi 

pendaftaran Hak Tanggungan adalahjika objek Hak Tanggungan berupa: 

a. Hak Millk Atas Satuan Rumah Susun dan hak-hak alas fanah yang sudah 

didaftar atas nama pernberi Hak Tanggungan: tanggai penerimaan berkasnya 

PPAT, yang dinyatakan pada lembar kedua surat pengantar PPAT yang 

memuat tandatangan Petugas Kantor Pertanahan dan disarnpaikan kembali 

kepada PPA T yang bersangkutan; 

b. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan hak-hak atas tanah yang sudah 

didaftar atas tanah yang sudab dldaftar tetapi belum dicatat atas nama 

pemberi Hak Tanggungan: tanggal pencatatan peralihan haknya pada buku 

tanah dan sertipikat haknya atas nama pemberi Hak Tanggungan; 

G. Hak atas tanah yang mernerlukan pemisahan atau pemecahan hak atas tanah 

induk yang sudah didaftar dan penda.ftara:n haknya atas nama pemberi Hak _ 

Tanggungan terlebih dahulu: tanggal selesainya pemisahan atau pemecahan 

hak tersebut dan dibuatnya buku tanah dan diterbitkan Sertipikat haknya 

atas nama pemberi Hak Tanggungan; 

d. Hak Milik bekas hale milik ada! yang belum didaftar: tanggal dibua!nya 

buku tanah dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik aras nama pemberi Hak 

Tanggungan. 

e. Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan 

dibuatkan; 

f. Kantor Pertanatum menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan: Sertipikat -Hak 

Tanggungan memuat irah-irah dengan kata~kata "Demi keadHan Berdasarkan 

Ketuh.an Yang Maha Esa". Sertipikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan 

eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Sertipikat Hak 

Tanggungan diberikan kepada pcmegang Hak Tanggungan.3s 

's-rata cara pendaftaran Hak Tanggungan ini dlatur bcrdasarkan ketemuan Pasal 13 
dan Pasal 14 Uodang·Undang Nomm 41'ahun I996 tentang Hak Tanggungan Atas Tauah Bcscrta 
Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. 
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II.t.8. Peralihan Hak Tanggungan 

Pada dasamya Hak Tanggungan dapat dialihkan kepa.da pihak lainnya. 

Peralihan Hak Tanggungan ini diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 17 

UUHT. Peralihan Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan cara~cara s:egabai 

berikut: 

1. Cessie. Cessie adalah perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh kreditur 

pemegang Hak Tanggungan kepada pihak 1ainnya. Cessie harus dilakukan 

dengan akta otentik dan akta di bawah tangan. Secara lisan tidak sah. 

2. Subrogasi. Subrogasi adalah penggantian kreditur oleh pihak ketiga yang 

meJunasi hutang debitur. Ada dua cara tetjadinya subrograsi, yaitu perjanjian 

(kontraktual) dan undang-undang. Subrograsi kontraktual dilakukan dengan 

cara: 

a) Kreditur -menerima pembayaran baik untuk sebagian maupun untuk 

seluruhnya dari pihak ketiga1 dan serta merta mengalibkan hak dan tuntutan 

yang dimilikinya terhadap orang ketiga tersebut~ 

b} Pihak ketiga membantu Debitur. Debitur meminjarrikan uang dari pihak 

ketiga yang dipergunakan untuk membayar hutang kepada kreditur, dan 

sekaligus rnenempatkan pihak ketiga tadi menggantikan kedudukan semula 

terhadap diri debitur. 

Supaya subrogasi ini dianggap sah, rnaka harns diikuti dengan tata cara sebagai 

berikut: 

a) Pinjam uang mesti ditetapkan dengan akta otentik; -

b) dalam akta otentik mesti dijelaskan besarn)ra jumJa!t pinjaman dan 

diperuntukkan melunasl hutang debitur; dan 

c) 1anda pelunasan berisi pemyataan, bahwa uang pembayaran hutang yang 

diserahkan kepada kreditur, adalah uang yang berasai dari pibak ketiga. 

Sedangka.n subrogasi karena undang-undang teljadi ka.rena adanya 

pernbayaran yang dilakukan pihak k:etiga untuk kepentingan sendiri, seorang 

kredltur melunasi hutang kepada kreditur lain yang sifatnya hutangnya 

mendahului. Akibatnya adanya subrogasi adaJah beralihnya hak tuntutan 

dari kreditur kcpada pthak ketiga. 
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3. Pewarlsan. 

4. Sebab-,sebab lainnya. Dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (!) UUHT, sebab-sebah 

lain yang dimaksud adalah pengambilalihan atan pengga.bungan perusahaan, 

sehingga menyebabkan beral1hnya piutang perusahaan semula kepada 

perusahaan yang baru.39 

Peralihan Hak tanggungan wajib didaftarkan oleh kreditur yang baru 

kepada Kantor Pertanahan. Hal~hal yang dilakukan oJeh Kantor Pertanahan 

berkaitan dengan pendaftaran peralihan Hak Tanggungan adalah: 

a. melakukan pencatatan pada buku tanah Hak Tanggungan; 

b. melakukan pencatatan pada buku~buku hak alas tanah yang rncnjadi objek 

Hak Tanggungan; 

c. menyalin catatan tersenbut pada setipikat Hak Tap.ggungan dan sertipikat 

hak atas tanah yang bersangkutan. 40 

Pendaftaran peraliban Hak Tanggungan tersebut diiakukan oleh Kepala 

Kantor Pertanahan atas permohonan pemegang Hak Tanggungan yang baru, 

disertai: 

1. Sertipikat Hak Tanggungan; 

2. Sural tanda bukti beralihnya piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan 

berupa: 

a. Akta Cessie atau akta otentik yang rnenyatakan adanya cessie tersehut; 

b. Akta subrogasi atau akta otentik yang menyatakan adanya subrogasi 

tersebut; 

c. Bukti pewarisan; 

d. Bukti penggabunganlpeleburan PT atau koperasi. 

3. Identitas pemohon dan a tau surat kuasa tertuHs apabila permohanan 

pendaftaran tc:rsebut diajukan oleh pihak lain; 

nSalim HS, op. ci!., haL I &5. 
~"l<ctentuan ini hcrdasarbn Pasal 16 ayat {3) Undang-Undang Nomor 4 Talnm l996 

tenlang Hak Tanggo,mgan Atas Tanah Besena Bendu-Bcoda Yang Bcrkailan Dengsm Tanah. 
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4. Apabila sertipikat hak atas tanah a tau Hak Mllik Atas Satuan Rumah Susun 

yang dibebani Hak Tanggungan disimpan oleh pemegang Hak Tanggungan, 

sertipikat tersebut juga dilampirkan pada pennohonan pendaftaran yang 

diajukan.4
J 

Tanggal sertipikat pada buku tanah adalah hari ketujuh setelah diterimanya secara 

lengakap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran beralihnya Hak 

Tanggungan dan jika pada hari ketujuh itu jatuh pada hari libur. catatan itu diberi 

bertanggal hari kerja berikutnya. Sedangkan momentum berlakunya peralihan Hak 

Tanggungan bagi pihak ketiga. yaitu pada hari tanggal pencatatan pada buku 

tanah oleh Kantor Pertanahan. 

11.1.9. Hapusnya Hak Tanggungan 

Hapusnya Hak Tanggungan diatur dalam Pasa1 18 sampai dengan Pasal 

19 UUHT. Yang dimaksud dengan hapusnya Hak Tanggungan adalah tidak 

berlakunya lagi Hak Tanggungan. Ada empat sebab hapusnya Hak Tanggungan. 

yaitu: 

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan. sebagai 

konsekuensi sifat aecessoir Hak Tanggungan; 

2. Dilepaskan Hak Tanggungan oleh kreditur pemegang Hak Tanggungan, 

yang dinyatakan dengan akta, yang diberikan kepada Pemberi Hak 

Tanggungan; 

3, Pembersihan Hak Tanggungan be:rdasarkan penetapan perlngkat oJeh ketua 

Pengadilan Negeri atas pennohonan pembeli objek Hak Tanggungan, jika 

hasH penjualan objek Hak Tanggungan tidak cukup untuk melunasi utang 

debilur. Jika lidak diadakan pembersihan1 Hak Tanggungan yang 

bersangkutan akan tetap membebani objek yang dibeli; 

4. Hapusnya hak alas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. Hapusnya Hak 

Tanggungan karena bapusnya hak atas tanah yang dibebani tidak: 
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menyebabkan hapusnya piutang yang dijamin. Piutang kreditur masing tetap 

adat tetapi bukan lagi piutang yang dijamin secara khusus berdasarkan 

kedudukan istimewa kreditur. Dalam hal hak atas tanah yang dibebani 

berakhir jangka waktunya dan kemudian diperpanjang, Hak Tanggungan 

yang bersangk:utan tidak menjadi hapus, karena hak atas tanah yang 

dibebani tetap berlangsung selamajangka wak:tu perpanjangan. Beda halnya 

jika hak atas tanah yang bersangkutan diperbaharui, karena hak atas tanah 

yang semula memang hapus. Kalau objeknya semula tetap akan dijadikan 

jaminan harus dilakukan pembebanan Hak Tanggungan baro.42 

Sudikno Mertokusumo mengemukakan enam cara berakhimya atau 

hapusnya Hak Tanggungan, yaitu: 

1. Dilunasinya hutang atau dipenuhinya prestasi secara sukarela oleh debitur. 

Disini tidak terjadi cidern janji atau sengketa. 

2. Debitur tidak memenuhi hutang tepat waktu. yang berakibat debitur akan 

ditegur o1eh kerditur untuk memenuhi prestasinya. Teguran ini tidak jarang 

disarnbut dengan dipenuhinya prestasi oleb debitur dengan sukare1a. sehingga 

dengan demikian utang debitur lunas dan perjanjian utang piutang berakhir. 

3. Debitur cidera janji. Deugau adanya cidera janji tersebut, maka kreditur dapat 

mengadakan parate executie dengan menjual leJang baraug yang dijaminkan 

tanpa me1ibatkan pengadilan. Utang dilunasi dari basil penjualan leJang 

tersebut berakhk 

4. Debitur cldera janji. maka kerditur dapat mengajukan setipikat Hak 

Tanggungan ke pengadiian untuk di eksekusi berdasarkan Pasa1 224 HIR yang 

diikuti pelelangan umum. Dengan dilunasi utang dari hasil penjualan lelang, 

maka perjanjian utang piutang berakhir. Di sini ridak teijadi gugatan. 

5. Debitur cidera janji dan tetap tidak mau memenuhi preslasi maka debitur 

digugat oJeh kreditur, yang k~mudian diikuti oleh putusan pengadilan yang 

memenangkan kreditur (kalau terbukti). Putusan tersebut dapat dieksekusi 

secara sukarela seperti yang terjadi pada cara yang kedua dengan dipcnuhi 

nlbid., hoi. 453. 
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prestasi oleh debitur tanpa pelelangan umum dan dengan demlkian petjanjian 

utang piutang berakhir. 

6. Debitur tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang mengalahkannya 

dan menghukum meluna.si uta.ngnya maka putusan pengadilan dieksekusi 

secara paksa dengan pelelangan umum yang hasilnya digunakan untuk 

melunasi hutang debitur dan mengakibatkan petjanjian utang piutang 

berakhir.'n 

Walaupun hak atas tanah itu hapus, namun pemberi Hak Tanggungan 

tetap berkewajiban untuk membayar hutangrrya. Hapusnya Hak Tanggungan yang 

dilepas oleh pemegang Hak Tanggugan dilakukan dengan pemberian pemyataan 

tertulis mengenai dilepaskan Hak Tanggungan tersebut oleh pemegang Hak 

Tanggungan kepada pemberi Hak Tanggungan. Hapusnya Hak Tanggungan 

karena pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh 

Ketua Pengadilan Negeri tetjadinya karena pennohan pembeli hak atas tanah yang 

dibenani Hak Tanggugan tersebut agak hak atas tanah yang dibelinya itu 

dibersihkan dari beban Hak Tanggungan, 

11.1.10. Royal Pencoretan Hak Tanggungan 
- . ! 

R.oya adalah pencoretan Hak Tanggungan pada huku hak atas tanah dan 

sertipikatnya, Apabila Hak Tanggungan hapus, maka Kantor Pertanahan 

melakukan roya (pencoretan) cataran Hak Tanggungan pada buku tanah hak atas 

tanah dan sertipikatnya. 

Pencatatan hapusnya Hak Tanggungan dilakukan oleh Kcpa1a Kantor 

Pcrtanahan dengan rnencoret catatan adanya Hak Tariggungan pada buku tanah 

dan sertipikal objek yang dilakukan jaminan, dalam waktu tujuh hari kerja 

terhitung sejak diterimanya perrnohonan roya dari pihak yang berk:epentingan. 

"lSalim HS,op. cit., ha!. 187. 
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Pendaftaran hapusnya Hak Tanggungan yang disebabkan oJeh hapusnya 

utang dilakukan berdasarkan: pemyataan dari kreditur bahwa utang yang dijamin 

sudah hapus atau sudah dibayar lunas, yang dituangkan da1am akta otentik atau 

dalam surat pernyataan di bawah tangan; atau tanda buk:ti pembayaran pelunasan 

utang yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang menerima pembayartm 

tersebut; atau kutipan risalah lelang objek Hak Tanggungan, disertai pemyataan 

kredltur, bahwa pihaknya melepaskan Hak Tanggungan untuk jumlah yang 

melebihi hasillelang, yang dituangkan dalam surat pemyataan di bawah tangan. 

Mengena! Hak Tanggungan yang hapus karena dilepa.skan oleh kreditor 

pemegang, pendaftaran hapusnya dilakukan berdasarkan pernyataan kreditur 

pemegang Hak Tanggungan yang bersangkutan, bahwa pihaknya telah 

melepaskan Hak Tanggungan itu atas seluruh atau sebagian tertentu objek Hak 

Tanggungan, yang dituangkan dalam akta otentik atau surat pernyataan di bawah 

tang an. 

Pendaftanm hapusnya flak Tanggungan karena pembersihan melalui 

penetapan peringkat Ketua Pengadilan Negeri, dilakukan berda.<iarkan penetapan 

Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutant yang menyatakan hapusny.a Hak 

Tanggungan tersebut. 

Pendaftaran hapusnya Hak Tanggungan yang disebabkan karena hal~hal 

yang disebut di atas dilakukan berdasarkan kerena hat-hal yang disebut di atas 

dilakukakan pennohan kerditur pemegang Hak Tanggungan, pemberi Hak 

Tanggungan arau pemegang hak yang bersangk:utan, dengan meJamplrkan 

sertifikat bak yang menjadi objek Hak Tanggungan dan akta atau surat yang 

disebut di ntas, yang dijadikan dasar hapusnya Hak Tanggungan yang 

bersangkutan. 

Dalam hal Hak Tanggungan hapus karena hak yang dibebani hapus. 

pendaflaran hapusnya dilakukan berdasarkan: catatan di Kantor Pcrtanahan, 
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bahwu hak yang bersangkutan te1ah hapus karena habis jangka waktunya; atau 

keputusan Pejabat yang berwenang mengenai pemhatalan atau pencabuatn hak 

yang bersangkutan; atau pelepasan hak yang bersangkutan oleh pemegang haknya 

yang disetujui oleh pemegang Hak Tanggungan.44 

Pendaftaran hapusnya Hak Tanggungan ini dilakukan oleh Kepala 

Kantor Pertanahan karena jahatanya. Selain dicatat pada buku tanah dan sertipik:at 

hak yang dibebani serta pada buku tanah Hak Tanggungan yang hapus, sertipikat 

Hak T anggungan yang sudah hap us itu dltarik dan diberi catatan, bahwa Hak 

Tanggungan yang dibuktikannya sudab hapus dan karenanya sertipikat tersebut 

tidak berlaku lagi. Dalam hal sertipikatnya tidak dapat ditarik. ha1 itu dicatat pada 

buku tanahnya. 

II.l.l!. Eksekusl Hak Tanggungan 

Eksekusi Hak Tanggungan diatur di:t:l8m Pasal 20 sampai dengan Pasal 

21 UUHT. La tar belakang lahimya eksekusi ini a:dalah disebabkan pemberi Hak 

Tanggungan atau debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana mestinya, 

wa)aupun yang bersangkutan telah diberikan somasi 3 kali berturuHurut oleh 

kreditur. Dalam Pasal20 UUHT diatur tentang tata cara eksekusi Hak TanggungtL 

Eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan 3 cara. yaitu: 

1. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual Hak TanUungan atas 

kekuasan sendiri meialui pelelangan umum sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 6. Hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri 

merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai 

oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama 

dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut 

didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan, bahwa 

apabila debitur cJdera janji, pemegang Hak Tanggungan bcrhak untuk menjuaf 

objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan 

.. 
4Harrono, op. cir., hal. 456. 
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persetujua.n dari pemberl Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasH penjualan itu lebih dahulu dari kreditur~ 

kreditur yang lain. Sisa basil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak 

Tanggungan. 

2. Eksekusi atas TiteJ Eksekutorial yang terdapat pada Sertifikat Hak 

Tanggungan1 sebagaimana yang dimaksud daJarn pasal 14 ayat {2) UUHT, 

Irah-irah yang dieantumkan pada Sertifikat Hak Tanggungan dimaksudkan 

untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Hak 

Tanggungan, sehingga apabila debitur cidera janji. siap unjtuk dieksekusi 

seperti halnya suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga Parate 

Executie sesuai dengan Hukum Acara Perdata; atau 

3. Eksekusi dibawah tangan. Eksekusi dibawah tangan adalah penjualan ohjek 

Hak Tanggungan yang dilakukan oleh pember:i Hak Tanggungan, berdasarkan 

kesepakatan dengan pemegang Hak Tanggungan, jika dengan cara ini akan 

diperoleh harga yang tertinggi. Penjualan objek Hak Tanggungan dibawah 

tangan artinya penjualan yang tidak melalui pelelangan umum~ namun 

penjualan tersebut tetap wajib dilakukan menurut ketentuan PP 24/ 1997 

tentang Pendaftaran Tanah. Yaitu dila.k!J.kan dihadapan PPAT yang membuat 

aktanya dan diikuti pendaftarannya di Kantor Pertanahan.~.~ . 

ll.2. Pembabasan Rumusan Masalah 

n.2.1. Aspek Hukum Pemblokiran Objek Hak Tanggungan 

Secara teor:i Objek yang sudah dibebani oleh Hak Tanggungan sudah 

bersih dari sengketa atau gugatan dari pihak lain, mengingat proses untuk 

menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Pejabnt Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

"5Salim HS., op. cit., hal. l90. 
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teriebih dahulu wajib untuk mengecek kebersihan Sertifikat suatu Objek Hak Atas 

Tanah. Jadi suatu objek Hak Atas Tanah tersebut tidak akan dapat dibeb.ani oleh 

Hak Tanggungan apabila Objek Hak Atas Tanah tersebut berrnasalah atau 

terdapat gugatan dati pihak 1ain. Ha! ini disebabkan karena Hak Tanggungan 

diberikan kepada Kreditur guna melindungi dan menjamin atas Hutang yang 

diberikannya kepada Debitur apabila Debitur ingkar janji (wanpres{¥si) atas 

pembayanm hutangnya kepada Kreditur. Hal tersebut dapat kita lihat dari 

Sertifikat Hak Tanggungan yang berisi irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketubanan Yang Maha Esa" dimana dengan adanya irab-irah tersebut dalam 

Sertifikat Hak Tanggungan berarti Kreditur dapat mengeksekusi Objek Hak 

Tanggungan tersebut atas kekuasaannya sendiri tanpa pedu rnelalui suatu Putusan 

Pengadilan, sebab irah-irah tersebut (Titel Bksekutorial) mempunyai kekuatan 

hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan. Namun, dalam prakteknya bisa 

tetjadi masalah ditenga.h perjaJanan setelah tetbit Sert.ifikat Hak Tanggungan 

seperti contoh kasus ITC Roxy Mas Jakarta Pusat Dalam kasus tersebut saJah 

satu objek Hak Tangguflgan yang berada di kios nc Rox)r Mas timbui kendala 

pada saat objek tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Pecingkat ketiga, yang 

ternyata Objek Hak Tanggungan tersebut diblokir oleh Kantor Pertanahan 

setempat atas permohonan dari pihak lain. Ha1 ini terasa aneh mengingat 

pembebanan Hak Tanggungan peringkat pertama dan kedua 1anear-lancar saja dan 

tidak ada k.endala apapun. Setelah ditelusuri temyata Objek Hak Tanggungan 

yang diblokir tersebut menjadi salah satu objek yang dijadikan objek gugatan 

pengadilan. Dengan adanya pemblokiran tersebut maka Kreditur (Bank) dalam hal 

ini tidak dapat membebani objek yang menjadi objek jaminan tersebut dengan 

Hak Tanggungan peringkat ketiga sesuai kebutuhan untuk mcnjamin hutang 

debitur kepada kreditur. Dengan adanya pemblokiran terhadap Objek Hak 

Taggungan tersebut kerugian yang dialami oleh kreditur yaitu bukan hanya tidak 

dapat membebani objek tersebut dengan Hak Tanggungan, tetapi juga tidak 

mempunyai perlindungan hukum atas piutangnya apabila debitur ingkar janji 

(wanprestasi) karena objek yang sudah dibebani Hak Tanggungan sampai 

peringkat kcdua tersebut telah diblokir oleh pihak Jain dalam kasus ini adalah 
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perhimpumm pcnghuni melalui Kantor Pertanahan wilayah setempat (wilayah 

Jakarta Pusat). Dengan adanya pemblokiran terhadap Objek Hak Tanggungan 

tersebut maka yang menjadi objek Hak Tanggungan terSebut berada dalarn status: 

quo, maksudnya objek Hak Tanggungan tersebut tidak dapat di1akukan 

pengaHhan hak kepada pihak lain atau dibehani oleh Hak Tanggungan. Status quo 

tersebut da.pat berakhir apabila pemb1okiran tersebut sudah ddicabut oleh pihak 

yang bersangkutan. dalam hal ini perhimpunan penghun1 a tau pengadilan apabila 

kasus tersebut telah mendapat putusan tetap dari pengadifan. 

Bagaimana gugatan tersebut dapat teijadi, mengingat sebelumnya objek 

Hak Tanggungan tersebut telah bersih dalam pengecekan oleh Kantor Pertanahan 

dan dapat dibebani oleh Hak Tanggungan bahkan sampai peringkat kedua? 

Gugatan tersebut teljadi karena yang menjadi objek Hak Tanggungan tersebut 

adalah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (istilah dalam kasus ini dan untuk 

selanjutnya disebut dengan kios) yang beralaskan Hak Guna Bangunan dimana 

Hak Guna Bangunan tersebut telah berakhir dan harus diperpanjang oleh pemilik 

Hak Atas Tanah tersebut menjadi diperpanjang selama 20 tahun kedepan. Namun, 

setelah sertifikat telah diJakukan perpanjangan atas Hak Guna Bangunan tersebut 

temyata dikeluarkannya perpanjangan tersebut diberikan kepada bekas pemilik 

Hak Guna Bangunan sebelumnya yang seharusnya perpa'qjangan tersebut 

dib~rikan t.epa9a pemilik hak atas ·tanah yang terakhir tersebut, yaitu atas nama 

perorangan. Dengan adanya hal tersebut akhirnya para pemilik klos dan tennasuk 

yang dibebani Hak Tanggungan yang tergabung dalam perhimpunan penghuni 

me:ngajokan gugatan ke pengadiJan atas kesalahan penerbitan nama perpanjangan 

HaK Guna Tanggungan tersebut. Dan akhiroya PengadiJan melalui Kantor 

Pertanahan setempat melakukan pemblokiran atas Objek Hak Tanggungan 

terse hut sampai kasus tersebut telah mendapat putusan pengadllan yang mcmiliki 

kckuatan hukum tetap. 

Berdasarkan basil wawancara dengan Ibu D:nwani Sidi B. SH, seJaku 

Dosen Pengajar PPAT dari sudut pandang ak:ademisi; be1iau berpendapat bahwa 
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berdasarkan peraturan yang berlaku pemlokiran atas Objek Hak Atas Tanah yang 

sudah dibebani Hak Tangg;.~ngan (Objek Hak Tanggungan) sebarusnya karena 

a.Jasan apapun juga tidak boleh dib1okir oleh siapapun, Karena sebelum 

membebani suatu objek. Hak Atas Tanah dengan Hak Tanggungan PPAT wajib 

memeriksa atau melakukan pengecekan tentang kebersihan Objek Hak Atas 

Tanah tersebut, jadi apabila suatu Objek Jaminan Hak Tanggungan sudah keluar 

Sertifikat Hak Tanggungan berarti Objek tersebut daiam keadaan bersih dar:i 

:sengketa apapun dan dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran hutang debitur 

kepada kreditur apabila debitur wanprestasi, karena kreditur dapat mengeksekusi 

ohjek Hak Tanggungan tersebut atas kekuasaannya sendiri tanpa melalui Putusan 

Pengadilan. Mengenai contoh kasus ITC Roxy Mas Jakarta Pusat tersebut, beliau 

berpendapat bahw:a pengeluaran perpanjangan sertifikat Hak Guna Bangunan 

diberikan kepada bekas pemilik PT. Duta Pertiwi adalah tidak benar dan hal itu 

merupakan kesaJahan dari Kantor Pertanahan yang kurang teliti dalam pengurusan 

perpajangan sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut. K.arena tidak rnungkin suatu 

Hak yang sudah dipecah menjadi mi1ik peronmgan kemudian petpanjangannya 

dJkembalikan lagi kepada pemilik sebelumnya. 46 

Sedangkan berdasarkan basil wawancara dengan Bapak Ishak 

Djamaluddin, SH selak:u Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Jakarta Pusat 

berpendapat bahwa pembiokiran terhadap Objek Hak Tanggungan (sudah keluar 

Sertif.Ikat Hak Tanggungan) tersebut sah-sah saja dan tidak menyaiahi peratufan'"' 

perundang-undangan yang berJaku sebab menurut pandangan beliau selani.a ad~· 

permintaan dari pihak yang berkepentingan baik masyarakat maupun Pengadilan 

Negeri untuk dilakukan pemblokiran terhadap suatu objek Hak Atas Tanah maka 

blokir itu aknn dilaksanakan selama sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

Menurut beliau, meskipun suatu objek Hak Atas Tanah yang sudah dibebani Hak 

Tanggungan (sudah terbit sertifikat Hak Tanggungan) tidak menutup 

kemungkinan akan teijadi suatu permasn1ahan ditengah·tengah proses perkroditan, 

Jadi menurut pandangan Kantor Pertanahan, seiama ada permohonnn blokir dnri 

~~ Wawrmcarn dcngan !bu Danvani SJrli Bnkarocdin, SH, pada langgal 14 Juni 2009. 
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pihak lain, maka Kantor Pertanahan akan menjembatani hal tersebut Dalam hal 

ini Kantor Pert.anahan hanya bertindak sebagai media atas pernblokiran suatu Hak 

Atas Tanah. Sebab peran Kantor Pertanaban ingin metindungi masyarakat dan 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, supaya masyarakat tidak 

dirugikan oJeh pihak lain.41 

Mengenai contoh kasus lTC Roxy Mas Jakarta Pusat, Kantor 

Pertanahan berpandangan bahwa perpanjangan sertifikat Hak Guna Bangunan 

tersebut yang diberikan kepada bekas pemegang hak (Perseroa.n Terhatas "PT. 

DUTA PERTIWI Tbk.", berkedudukan di Jakarm) adalah tidak ada masalah, 

karena menurut Kantor Pertanahan perntlik dari objek tersebut tetap perorangan 

yang sudah dipecah-pecah. Yang diberikan kepada PT. DUTA PERTIWJ hanya 

perpanjangannya saja dan tidak ada akibat hukum lain atau tidak ada kerugian 

bagi pemiiik objek tersebut. 

Dengan tindakan Kantor Pertanahan yang melakukan pemblokiran 

terhadap Objek Hak Tanggungan yang sudah terbit sertifikat Hak Tanggungan 

tersebut, Ibu Darwani be.rdasarkan pada sudut pandang akademisi dan berda:sarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlak:u jeJas ada pertentangan dengan 

peraturan yang berlaku dan lebih tinggi dimana Kantor Pertanahan menga<.:u pada 

PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Permeneg AgrarJ.ai.KepaJa 

BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 

dimana dalam peratura.n perundang-undangan tersebut memang tidak dijelaskan 

secara eksplisit bahwa Objek Hak Tanggungan tldak boleh diblokir o1eh pihak 

lain melalui Kantor ·Pertanahan, melainkan hanya menyebutkan bahwa pihak yang 

berkepentingan dapat mengajukan status quo terhadap Hak Atas Tanah atau Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangk.utan. Jadl Kantor Pertanahan 

dalam melakukan pemhlokiran terhadap suatu Hak Atas Tanah atau Hak Milik 

Atas Satuan Rumah Susun tidak memperdulikan apakah Hak Atas Tnnah atau 

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tersebut sudah dibebani Hak Tanggungan 

41 Wawar~carJ dengan Bapak fshak Djama\udsin, SH. pnda tanggal lO luni 2009. 
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atau tidak. Pada.hal berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan, seharusnya 

objek yang akan dibebani Hak Tanggungan sudah bersih dari masalah apapun dan 

Kantor Pertanahan tidak boleh memblokir objek Hak Tanggungan tersebut, sebab 

hal ini dapat merugikan pihak lain yaitu debitur selaku pemilik objek hak 

tanggungan dan kreditur selaku pemegang sertifikat Hak Tanggungan. Bagi 

Debitur dengan adanya pemblokiran atas Objek Hak Tanggungan tersebut debitur 

tidak dapat menggunakan objek tersebut sebagai jaminan atas kreditnya kepada 

kreditur baik untuk penambahan kredit atau untuk permohonan kredit baru sampai 

blokir atas objek Hak Tanggungan tersebut telah dicabut atau dihapus o1eh Kantor 

Pertanahan wilayah tempat objek tersehut berada. Sedangkan bagi kreditur, 

pemb1okiran atas objek Hak Tanggungan tersebut berakibat tidak dapat 

dieksekusinya objek Hak Tanggungan tersebut atas kekuasaamwa sendiri apabila 

debitur ingkar janji (wanprest.asi) dalam pembayaran hutangnya kepada kreditur. 

Sebab suatu Objek Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

yang diblokir atau distatus quokan oleh Kantor Pertanahan setempat atas 

pennohonan atau permintaan pihak lain baik perorangan mitupun pengadilan tidak 

boleh ada tindakan lain atas objek tmebut, baik untuk pengalihak hak maupun 

untuk pembebanan Hak Tanggungan sebagai objekjaminan suatu hutang. 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Legal salah satu bank swasta 

terkemuka yang dalam kasus Roxy Mas terSebut sebagai kreditur yan&' j3~i~a.ll 
atas plo.tan.gnya kepada debltur diblokir oleh Kantor Pertanahrin. kreditur merasa 

sangat dirugikan atas pemblokiran yang sudah dilakukan o!eh Kantor Pertanahan 

wilayah tempat objek Hak Tanggungan tersebut rnengingat objek Hak 

Tanggungan tersebut sudah dijadikan jaminan atas piutangnya terhadap dehitur 

bahkan Hak Tanggungannya dibebank:an sampai peringkat kedua. Pihak kreditur 

baru mengetalmi bahwa yang menjadi objek Hak Tanggungan tersebut Ielah 

dibJokir oleh Kantor Pertanahan wiiayah setempat (Jakarta Pusat) pada saat 

kreditur mau mcmhebani objek Hak Tanggungan terse but dengan peringkat ketiga 

atas penamhahan kredit untuk debitur. Dalam masalah ini Kantor Pertanahan 

kurnng adanya kerjasamo dengan kreditur selaku pemegang sertifikat Hak 
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Tanggungan dengan tidak diberitahukannya masalah pemblokiran objek Hak 

Tanggungan tersebut kepada pihak Kreditur sebagai pihak yang seharusnya 

mengetahui status objek Hak Tanggungan tersebut, mengingat hal tersebut sangat 

penting bagi Kreditur. Dengan adanya hal ini maka penambahan atau pengajuan 

kredit baru yang diberikan oleh kreditur kepada debitur tidak dapat direalisaslkan. 

bahkan objek Hak Tanggungan untuk peringkat pertama dan kedua tidak dapat 

dieksekusi oleh kreditur apabifa dcbitur ingkar janji atau wanprestasi dalam 

pembayaran hutangnya sampai blokir atas objek Hak Tanggungan. Untuk 

mengatasi permasa1aban tersebut, upaya yang dilakukan oleh pihak kreditur yairu 

dengan menunda pemberlan kredit kepada debitur sampai status objek Hak 

Tanggungannya bersih dari sengketa apapun, dan! atau bahkan kreditur meminta 

kepada debitur untuk mengganti objek jaminan Hak Tanggungannya dengan objek 

Jaminan yang lain yang bersih dari segala permasalahan sengketa. 4t 

II.2.2. Alasan Kantor Pertanaban Mclakokan Pemblokiran Pada Objek Hak 

Tanggungau 

Yang menjadi alasan bagi Kantor Pertanahan untuk rnelakukan 

petnblokiran terhadap objek Hak Tanggungan yaitu karena adanya pennohonan 

dari pihak lain yang diajukan kepada Kantor Pertanahan dengan aJasan yang bisa 

dipertanggung jawabkan atau atas pennohonan dari P(mgadilan Negeri wilayah 

setempat dengan objek Hak Tangungan tersebut Menurut Kantor Pertanahan 

dalam melakukan pemblok:iran objek Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan tidak 

mengalami hambatan apapun juga, karena kantor Pertanahan bcrpendapa.t bahwa 

Kanlor Pertanahan hanya melakSanakan tugas saja berdasarkan aturan yang 

berlaku. Dalam kasus Roxy Mas Jakarta Pusat, pemblokiran objek Hak 

Tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan atas permohonan dari para pemilik 

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (untuk selanjutnya disebut juga dengan 

kios) kepada Kantor Pertanahan karena objek Hak Tanggungan tersebut sedang 

~; W«wancara dc:ngan Kepala Legal Baflk X yong tidak ingin disebutkan namanyn 
<lalam pcnulisao Tesis ioi, p<~da tanggal20 Juni 2009. 
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dalam sengketa di pcrsidangan yang masaiahnya diakibatkan karena Kantor 

Pertanahan Jakarta Pusat salah dalam mengeluarkan perpanjangan sertifikat kios 

yang bcralaskan Hak Guna Bangunan tersebut, dimana dalam sertifikat tersebut 

tertulis "'Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor WiJayah Badan Perlanalran 

NtlS;onal Daerah Klmsus /bukota Jakarta Nomor: 026115-550.2~09-01~2004, 

tanggal 16 Juni 2004, Hak Guna Bangunan No. 2218/ Cideng, diberikan 

perpanjanganjangka waktu haknya selama 20 (duapuluh) tahun kepada hekas 

pemegang flak (Perser(latt Terbatas "PT. DUTA PERT/WI Tbk. ", 

berkedudukan di Jakarta), sehingga berakhir pat/a tanggal, 09-05-1025. "49 

Berrlasarkan teori dan peraturan yang berlaku seharusnya tidak dibenarkan bahwa 

Sertifikat Induk yang sudah dipecah menjadi hak milik dari perorangan kemudian 

perpanjangannya diberikan kepada bekas pemilik sebelumnya yaitu PT. DUTA 

PERTIWI Tbk. Seharusnya yang tertulis dalarn sertifikat mengenai perpanjangan 

sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut yaitu ''Berdasflrkan Keputusan Kepala 

Kantor Pertanallan Kotamadya Jakarta Utara tanggal29 November 2007, atas 

taualt bersama Hak GriuG Bauguna11 No. 44il A.ncol diberikan Perpanjangan 

Hak dengan janglr.a waktu 20 (duapuluh) tahun, seltingga berakMr pada 

tanggal16-7-2028 dengan uang pemasukan sebesar Rp. 787.993.000,-'ti". 

Proses atau Tabap~Tahap Pemblokiran Sertiflkat HakAtas Tanah 

Proses pembloktran sertifikat bak atas tanah berdasarkan pasal 126 

Peraturan Menteri Negara Agrariaf K.epa!a Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 

Tahun 1997 tentang ketentuan pe1aksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahuo I 997 tentang Pendaftaran Tanah. yailu: 

0 Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam buku tanab bahwa 

suatu hak atas tanah atau Hak Mi1ik Atas Satuan Rumah Susun akan 

dijadikan obyek gugatan di Pengadilan dcngan menyampaikan sahnan 

surat gugatan yang bersangkutan. 

~9Lnmpiran L 
sol..ampi111n 2. 
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2) Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari 

terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yang minta pencatatan 

te1ah mencabut pennintaannya sebelum waktu terSebut berakhir. 

3) Apabila bakim yang rnemeriksa perkara sebagaimana dimaksud pada 

ayat(l) memerintahkan status quo atas hak atas tanah atau Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun yang bersangkutan, rnaka perintah tersebut dicatat 

dalam buku tanah. 

4) Catatan mengenai perintah status quo tersebut pada ayat (3) hapus dengan 

sendirinya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kecuali apabila diikuti dengan 

putusan sita jaminan yang salinan resmi dan berita acara eksekusinya 

disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan. 

Dari rumusan pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepa.la 

Badan Pertanahan Nasionat Nomor 3 Tahun l997 tentang ketentuan pelaksanaan 

Peraturan Pemerintab Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah rersebut 

diatas rnaka dapat disimpulkan bahwa pengajuan pennohonan pemblokiran 

sertifikat hak alas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ada dua earn. 

yaitu cara pertama adalah pennohonan yang diajl.lkan oleh pihak peromngan, 

dimana pemohon dengan mengajukan surat permohonan pemblokirun disertai 

aiasan pembiokiran tersebut. Apabila pemblokiran tersebut disetujui oleh Kantor 

Pertanahan setempat maka pemblokiran atau status quo terhadap hak atas tanah 

atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tersebut berlaku sampai dengan 30 

(tigapuluh) hari alau pihak yang meminta pemblokiran tersebut mencabut sendiri · 

permintaannya sebe[um waktu terSebut berakhir. Sedangktm cam yang kedua 

adalah permohonan yang diminta Iangsung oleh PengadiJan berupa surat perlntah 

pemblokiran Hak Atas Tanab atau Hak Atas Satua Rumah Susun. Pemblokiran 

yang kedua ini akan berakhir apabila sengke!a dalam persidangan mengenai objek 

Hak Atas Tanah atau Hak Milik Alas satuan Rumah Susun tersebul telah 

mendapat putusan yang memiliki kckuatan hukum tetap. 

Adapun tahap-tahap pengajuannya yaitu: 
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1. Surat tertulis permohonan pemb1okiran Hak Atas Tanah atau Hak Milik 

Atas Satuan Rumah Susun atau surat perintah pemblokiran dari 

Pengdilan Negeri setempat; 

2. Melampirkan Foto Copy sertifikat objek hak yang akan dimintakan 

permohonan pemblokiran; 

3. Melampirkan foto copy data diri pemohon (perorangan) terdiri dari Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluatga (KK). 

4. Melarnpirkan surat gugatan yang bersangkutan (untuk sengketa di 

Pengadilan). 

11.2.3. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Tanggungan 

Berdasarkan parla teori yang berkembang dan peraturan yang berlaku, 

Pemegang Hak ianggungan merupakan krcditur yang mempunyai hak istimewa 

(hak preferent) dimana dalam hal debitur ingkar janji atau wanprestasi dalam 

pemenuhan hutangngnya dan teijadi eksekusi objek Hak Tanggungan pemenuhan 

pembayaran hutangnya terhadap kreditur, maka Pemegang Hak Tanggungan 

mendapat pembayaran yang didahulukan dari debitur, Maksudnya apabila debitur 

rnempunyai hutang lebih darl satu kreditur dan para kreditumya terdapat kreditur 

, konkruen,, mak:a yang didahulukan pembayaran piutangnya adalah kreditur 

pemcgang objek Hak Tanggungan karena kreditur pemegang Hak Tanggu'ngan · 
' ' . 

merupakan kreditur preferent. Namun. datam kasus ITC Roxy Mas Jakarta:Pusat 

dari sudut pandang akademisi tidak ada perlindungan hukum bagi kredilur~ sebab 

yang menjadi objek jaminan Hak Tanggungan sedang daiam keadaan status quo 

atau diblokir oleh Kantor Pertanahan setempat yakni Wilayah Jakarta Pusat atas 

permohonan pihak lain. Sehingga dengan adanya pernbloklran tersebut kreditur 

tidak dapat melakukan tindakan apapun terhadap objek Hak Tanggungan yang 

sedang diblokir oteh Kantor Pcrtanahan tcrutarna untuk mengeksekusi objek Hak 

Tanggungan apabi!a debitur wanprestasi atau ingkar janji dalam pemenuhan 

pemhayaran hutang terhadap kredimr. Jadi apabila tetjadi seperti kasus ITC Roxy 
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Mas Jakarta Pusal, maka kreditur sangat dirugikan oleh Kantor Pertanahan 

mengingat objek yang diblokir tersebut merupakan objek yang sudah dibebani 

Hak Tanggungan yang dapat dibuktikan dengan diterbitkannya Sertiflkat Hak 

Timggungan dimana sclama debiytur melunasi hutangnya terhadap kreditur, hak 

penguasaan atas objek jaminan tersebut berada ditangan kreditur. Sehingga 

percuma saja kreditur menjadl k:reditur preferent tetapi untuk mengeksekusi objek 

Hak Tanggungan apabila debitur wanprestasi masih memerlukan putusan 

pengadila.n. Hal ini jelas bertentangan dengan undang-undang Hak Tanggungan 

dimana da1am pasal 6 UUHT menyebutkan bahwa apabila deb1tor cidera janji. 

pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untok menjuai obyek Hak 

Tanggungan atas kekuasaan sendiri melaloi pelelangan umurn serta mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. 

Sedangkan menurut pandangan Kantor Pertanahan berkaitan dengan 

kasus ITC Roxy Mas Jakarta Pusat, mesk\pun objek Hak Tanggungan sedang 

dalam keadaan status quo atau diblokir oleh Kantor Pertanahan, kreditur tetap 

memiliki perlindungan hnkum atas pernenuhan piutangnya terhadap debitur 

dimana kreditur tetap merniliki hak prevellige atau yang diutamakan. Namun, 

apabila debitur wanprestasi atau ingkar janjJ, untuk melakukan eksekosi objek hak 

tanggungan kreditur harus menunggu putusan dari pengadllan negeri setempat 

mengingat objek hak tanggungan masih dalam sengketa pengadilan. Jadi kreditur 

tergantung pada putusan pengadilan untuk memohon eksekusi terhad~p objek hak 

tanggungan tersebut. 
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III.l. Kesimputan 

BABlll 

PENUTUP 

I. Aspek hukum pembiokiran terhadap Objek Hak Tanggungan pada contoh 

kasus ITC Roxy Mas Jakarta Pusat berdasarkan teori dan peraturan yang 

berlaku seharusnya tidak boleh, Sebab objek pernblokiran yang sudah dibebaoi 

Hak Tanggungan tidak boleh diblokir oleh Kantor Pertanahan, sebab sebelum 

pembebanan Hak Tanggungan objek {sertifikat) sudah dicek kebersihannya 

dari sengketa apapun. 

2. A.lasan Kantor Pertanahan melakukan pernblokiran terhadap Objek Hak 

Tanggungan pada kasus ITC Roxy Mas Jakarta Pusat yaitu karena adanya 

permohonan dari pihak Jain yang diajukan kepada Kantor Pertanahan dengan 

alasan yang bisa dipertanggung jawabkan atau atas permohonan darl 

Pengadilan Negeri wilayah setempat dengan objek Hak Tangungan tersebut. 

Sedangkan tabap-tahap aiau proses pemblokiran objek hak atas tanah atau Hak 

Milik Atas satuan Rumah Susun yaitu: 

a. Surat tertulls permohonan pemblo}cifan Hak Atas Tanah atau Hak Milik 

Atas Satuan Rumah Susun atau sural perintah pemblokiran dari Pengdilan 

Negeri setempat; 

b. Meiampirkan Foro Copy sertifikat objek hak yang akan dimintakan 

permohonan pemblokiran; 

c. Melarnpirkan foto copy data diri pemohon {perorangan} terdiri dari Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). 
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d. Melampirkan surat gugatan yang bersangkutan (untuk sengketa di 

Pengadilan), 

4. Bagi Pemegang Hak Tanggungan yang objekjarninannya diblokir oleh Kantor 

Pertanahan tidak memiliki perlindungan hukum apabila debitur wanprestasi. 

Sebab, kreditur tidak dapat mengeksekusi objek Hak Tanggungan atas 

kekuasaannya sendiri seperti yang diuraikan dalam pasa16 UUHT. Dan da1am 

kasus ITC Roxy Mas Jakarta Pusat, perlindungan terbadap krerlitur hanya 

merupakan kreditur preferent saja. Sedangkan untuk proses eksekusi apabila 

debitur wanprestasi. kreditur hams menunggu putusan pengadilan atau 

menunggu blokir dari Objek Hak Tanggungan tersebut dihapus a tau dicabut 

oleh Kantor Pertanahan setempat (Wilayah Jakarta Pusat). 

Ill.2. Saran 

l. Bagi Perner:intah 

Pemerintah dihampk.an mengeluarkan undang-undang atau peratumnM 

peraturan yang lebih spesifik mangatur tentang pemb1okiran objek hak atas 

tanah atau hak milik atas satuan rumah susun supaya Kantor Pertanahan lebih 

jelas apa saja objek hak atas Umah atau haka milik satuan rurnah susun yang 

bagairnana yang boleh dimobon blolcir oleh pihak lain. Serta Kantor 

Pertanahan punya peraturan tersendiri sebagai dasar dalam melakukan 

pemblokirnn suatu objek hak milik atas tanah atau hak miiik atas satuan rumah 

susun, supaya tidak merugikan pihak lain. 

2. Bagi Kantor Pertanahan 

Kantor Pertanahan hendaknya lebih teliti dalam memeriksa atau 

melakukan perpanjangan sertifikat Hak Guna Bangunan, supaya tidak keliru 

dalam penulh;an pemilik atau pemberian perpanjangan scrtifikat. Selain itu 

Kantor Pertanahan diharapkan untuk memilah·milah ter1ebih dahulu objek 

yang diajukan oleh pihak lain untuk dilakukan pcmblokiran, apakah objek 
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tersebut adalah objek Hak Tanggungan atau tidak. Sebab kalau sudah dibebani 

hak tangggungan maka ada pihak lain yang pasti dirugikan yaitu pihak pemilik 

objek (debitur) maupun pemegang Hak Tanggungan (kreditur). Selain itu 

Kantor Pertanahan harus lebih koordinasi dengan pihak lain yang bersangkutan 

dengan pemblokiran suatu objek hak milik atau hak milik atas satuan rumah 

susun dan para staff atau pegawai Kantor Pertanahan Jebih banyak diberikan 

pelatihan dan kedisiplinan supaya tidak mudah meJakukan kecerobohan yang 

merugikan pihak Jain. 

3. Bagi Kreditur 

Kreditur henda.knya lebih hati~hati dalam memberikan kredit, serta 

1ebih teliti da1am melihat objek yang akan dijadikan jaminan kredit dan untuk 

dibebani dengan Hak Tanggungan supaya tidak tiba-tiba tidak diblokir oleh 

Kantor Pertanahan setempat. Kreditur juga dituntut untuk selalu aktif 

memeriksa objek jaminannya ke Kantor Pertanahan. paling tidak meminta 

informasi apakah ada objek jaminan dari kreditnya ada yang dt blokir oleh 

Kantor Pertanahan setempat 
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